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This thesis entitled “CSR-based community empowerment PT Astra Honda 
Motor in perspective NUP Group Joint Islamic Business Ethics” is the result of the 
qualitative research that aims to answer the research questions about the PT Astra 
Honda CSR based community empowerment pattern in the NUP Joint Business Group, 
the impact of PT Astra Honda CSR based community empowerment pattern in the NUP 
Joint Business Group, as well as a review of Islamic business ethics in the CSR-based 
community empowerment pattern of PT Astra Honda Motor in the NUP Joint Business 
Group.  
Data were taken from in-depth interviews with the information in this study, 
namely the company providing CSR funds, as well as beneficiaries of CSR funds which 
include managers and members of the NUP Joint Business Group. The next analysis is 
used for descriptive analysis.  
The result of this research concludes that CSR-based community empowerment 
of PT Astra Honda Motor in the NUP Joint Business Group using the pattern multiple 
approaches with a partnership system and profit-sharing in the conduct of its business. 
The existence of CSR-based empowerment in the NUP Joint Business Group has a 
positive impact, namely an increase in income, especially for managers and business 
partners of joint business groups. The principles of Islamic business ethics that have 
been applied in the empowerment pattern include Unity, balance, free will, and truth: 
honesty and policy. Meanwhile, the principle of Islamic business ethics that has not 
been applied as a whole is the principle of responsibility. This principle cannot be 
applied as a whole because the general members of the Joint Business Group are still 
passive and do not participate in the empowerment process. 
According to that, the suggestion to NUP Joint Business Group involves the 
community actively at every stage of empowerment, invite all group members in 
regular meetings to conduct program evaluations and discuss program plans for the 
next period, and further improve Human Resources (HR) improvement programs such 
as regular meetings and training aimed at building the entrepreneurial spirit of the 
community so that community independence increases.  
 
Keywords : Community empowerment, CSR, Joint Business Group, Islamic business ethics. 
  
 



































       Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra 
Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP Perspektif Etika Bisnis Islam” 
ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menjawab 
pertanyaan tentang pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda 
Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP, dampak adanya pemberdayaan masyarakat 
berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP, serta tinjauan 
etika bisnis Islam dalam pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda 
Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP. 
       Data penelitian dihimpun dengan melakukan wawancara mendalam dengan 
informan dalam penelitian ini yaitu pihak perusahaan pemberi dana CSR, serta pihak 
penerima manfaat dana CSR yang meliputi pengelola dan anggota Kelompok Usaha 
Bersama NUP. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. 
       Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis 
CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP menggunakan pola 
pendekatan multiple approach dengan sistem kemitraan dan bagi hasil dalam 
pelaksanaan usahanya. Adanya pemberdayaan berbasis CSR di Kelompok Usaha 
Bersama NUP membawa dampak positif yakni adanya peningkatan pendapatan 
khususnya bagi para pengelola serta mitra kelompok usaha bersama. Prinsip etika 
bisnis Islam yang telah diterapkan dalam pola pemberdayaannya diantaranya adalah : 
kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, serta kebenaran : kejujuran dan kebajikan. 
Sementara itu, prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan secara keseluruhan 
adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara 
keseluruhan dikarenakan anggota umum Kelompok Usaha Bersama yang masih 
cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. 
       Berdasarkan hal itu, maka saran yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama 
NUP adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif di setiap tahap pemberdayaan, 
mengajak seluruh anggota kelompok dalam pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi 
program serta mendiskusikan rencana program periode berikutnya, serta lebih 
meningkatkan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pertemuan 
rutin dan pelatihan yang bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan masyarakat 
agar kemandirian masyarakat meningkat. 
 
Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, CSR, Kelompok Usaha Bersama, Etika 
bisnis Islam.  
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Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi 
yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan 










































































Sumber: Kate L.Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago 
and London: The University of Chicago Press, 1987). 
  
 






































 fath}ah A ـــــَـــ
 Kasrah I ـــــِـــ
 d}ammah U ـــــُـــ
Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 
hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat sukun. 
Contoh: iqtid}a>’  (اقتضاء)  
2. Vokal Rangkap (diftong) 
Tanda dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Keterangan 
 fath}ah dan ya’ Ay a dan y ــــَيْ 
 fath}ah dan ــــَـوْ 
wawu 
aw a dan w 
Contoh : bayna ( بين ) 
 : 
mawd}u
>‘      
 ( مو ضوْع )
 
3. Vokal Panjang (mad) 
Tanda dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Keterangan 
 fath}ah dan alif a> a dan garis di atas ــــَا
 kasrah dan ya’ i> i dan garis di atas ـــِي
 d}ammah dan ـــُـو
wawu 
u> u dan garis di atas 
Contoh : al-
jama>‘ah     
 ( الجماعة )
 

































 : takhyi>r         ( تخيير ) 
 
 
C. Ta’ Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah  ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a>f) transliterasinya adalah t.  
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 
Contoh : shari>‘at al-Isla>m (شريعةْاالسال م) 
 : shari>‘ah isla>mi>yah (ْشريعةْإسالمية) 
 
D. Penulisan Huruf Kapital 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang 
ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang 
berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, tempat, judul 
buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. 
 




































A. Latar Belakang Masalah 
       Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya sungguh-sungguh 
dari entitas bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan 
dampak positif operasi perusahaannya terhadap seluruh pemangku kepentingan, 
baik dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan.1 
       CSR merupakan program yang diadakan sebagai bentuk tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial ini 
diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian beasiswa untuk anak 
tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta 
sumbangan untuk desa yang bersifat sosial dan bermanfaat untuk masyarakat luas.2 
Bagi perusahaan, CSR merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan 
komunikasi yang baik dengan lingkungannya. Selain untuk membangun citra baik 
perusahaan, CSR juga penting dilakukan untuk 
 
1 Nurdizal M. Rachman, dkk., Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR), 
(Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), 15. 
2 Ibid, 17. 
 

































memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat serta para stakeholder 
perusahaan. Karena selain berorientasi pada laba yang sebesar-besarnya, 
perusahaan juga harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan 
untuk mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat yang selama ini masih menjadi 
permasalahan. 
       Salah satu perusahaan yang telah menerapkan konsep Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah PT Astra Honda Motor. Dalam pelaksanaan CSR, PT 
Astra Honda Motor menyalurkannya melalui Yayasan Astra Honda Motor. 
Yayasan ini bergerak di tiga sektor, yakni sektor pendidikan, lingkungan, serta 
pemberdayaan masyarakat. Implementasi CSR ini sesuai dengan butir pertama 
filosofi Catur Dharma Astra, yaitu “Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa 
dan Negara”, karena pada prinsipnya Astra harus mampu memberikan manfaat 
bagi lingkungan sekitarnya di mana pun keberadaannya.3 
       Pada tahun 2018, Yayasan Astra Honda Motor menjalin kemitraan dengan 
Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Pacarpeluk dalam bidang 
pemberdayaan masyarakat. Berawal dari kiprah PRNU Desa Pacarpeluk dalam 
gerakan koin sedekah yang dipublikasi di media sosial, ketua PRNU Desa 
Pacarpeluk kemudian mendapatkan anjuran untuk pengajuan proposal CSR 





































kerjasama antara PRNU Desa Pacarpeluk dengan Yayasan Astra Honda Motor pun 
dilaksanakan. Dalam hal ini, Yayasan Astra Honda Motor melibatkan berbagai 
pihak termasuk pemerintah daerah setempat dan tokoh penggerak masyarakat 
untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan.      
       Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya 
untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu 
untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.4 Artinya, 
pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk menjadikan masyarakat lebih 
mandiri.  
       Dalam hal ini, David C. Korten menjelaskan tentang konsep pemberdayaan 
yang berpusat pada rakyat (people centered development).5 Konsep ini 
menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses 
perencanaan pembangunan yang berpusat pada partisipasi dan kemampuan 
masyarakat lokal. Hal ini berarti masyarakat berlaku sebagai aktor utama yang 
terlibat pada setiap tahap pelaksanaan pemberdayaan, mulai dari perancanaan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi program. Konsep tersebut juga dijelaskan oleh 
Chambers, yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep 
pembangunan ekonomi yang bersifat “people centered, participatory, 
empowering, and sustainable” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, 
 
4 Rauf A. Hatu, “Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat : Suatu Kajian Teoritis.”, 
Jurnal Inovasi, Vol. 7, No. 4, (Desember, 2010),  241. 
5 Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat.”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2011),  94. 
 

































memberdayakan, dan berkelanjutan).6 Oleh karena itu, pola pemberdayaan yang 
tepat harus diterapkan, demi tercapainya tujuan pemberdayaan yakni menciptakan 
masyarakat yang berdaya serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  
       Di pedesaan, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemanfaatan 
potensi lokal. Seluruh potensi desa baik potensi sumber daya alam maupun sumber 
daya manusia dapat menjadi modal dalam mengembangkan tingkat perekonomian 
desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan poin utama yang harus ada dalam 
pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang diungkapkan 
oleh David C. Korten yang menyatakan bahwa masyarakat harus berpartisipasi 
dalam keseluruhan proses pemberdayaan. 
       Pemberdayaan masyarakat di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh 
Kabupaten Jombang merupakan pemberdayaan masyarakat berbasis CSR binaan 
dari Yayasan Astra Honda Motor. Dalam melaksanakan pemberdayaan 
masyarakat, para tokoh penggerak Desa Pacarpeluk mengimplementasikannya 
dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), yakni Kelompok Usaha 
Bersama Nahdlatul Ulama Pacarpeluk (KUB NUP). Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan 
membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas 
 
6 Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan : Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah, 
(Malang : UIN Maliki Press, 2012), 30. 
 

































positif, seperti kegiatan pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan 
perkumpulan, dan kegiatan lainnya.7  
       Namun, masyarakat Desa Pacarpeluk masih kurang berpartisipasi dengan 
adanya kelompok usaha ini. Hal ini terlihat dari jumlah anggota KUB NUP yang 
masih sedikit. Dari 2765 jumlah penduduk Desa Pacarpeluk, yang sudah tergabung 
menjadi anggota KUB NUP hanya 29 orang. Dari hasil preliminary research 
diketahui bahwa kelompok ini juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan 
yang masih terpusat pada ketuanya saja, dikarenakan anggota lain yang pasif. 
Selain itu, pendampingan dari pihak perusahaan juga kurang. Kunjungan dan 
pendampingan pengelolaan program oleh Yayasan Astra Honda Motor ke Desa 
Pacarpeluk hanya dilakukan tiga kali, yakni di bulan Maret, Mei, dan Agustus di 
tahun 2018. Untuk pelaksanaan pelatihan juga hanya dilakukan tiga kali di awal 
berjalannya program.  
       Untuk mengatasi beberapa masalah ini, dibutuhkan sinergitas yang baik antara 
para tokoh penggerak desa, baik pihak pemerintahan desa, pihak Pimpinan 
Ranting Nahdlatul Ulama, pihak Yayasan Astra Honda Motor sebagai pemberi 
CSR, juga dari masyarakat sendiri. Setiap pihak mempunyai peranan penting 
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Pacarpeluk Kecamatan 
Megaluh Kabupaten Jombang.  
 
7Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin”, Jurnal 
Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 9, No. 32, (2010), 55. 
 

































       Dalam Islam, Al-Qur’an telah memberikan petunjuk yang sempurna dalam 
segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Setiap 
manusia membutuhkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Oleh 
karena itu, manusia akan selalu berusaha mendapatkan harta dengan cara bekerja. 
Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja, karena bekerja merupakan salah 
satu cara untuk memperoleh rezeki. 
       Salah satu bentuk pekerjaan adalah dengan berdagang atau bisnis. Bisnis dapat 
didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan 
distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan konsumen guna 
memperoleh keuntungan.8 Islam melarang kegiatan bisnis yang dilakukan dengan 
cara yang tidak baik seperti penipuan, kecurangan, serta cara batil lainnya. Bisnis 
harus dijalankan dengan prinsip kemaslahatan umum, seperti suka sama suka serta 
adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Prinsip ini 
telah ditegaskan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 :9 
ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإَلَّ أاْن تاُكونا ِتا  ْاراًة عاْن ت ارااٍض ِمْنُكْم َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ واَلا  ۚ 
ْت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم  ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيًما  ۚ   
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 







































       Dalam berbisnis, Islam mendorong manusia untuk bekerja demi kemaslahatan 
dalam hidup. Hal ini berarti penerapan bisnis tidak hanya dilakukan untuk 
penumpukan hal-hal yang bersifat material, namun juga harus mampu 
memberikan peran dan dampak positif bagi diri sendiri serta orang-orang 
disekitarnya. Etika Bisnis Islam harus dijadikan pedoman dalam segala aktivitas 
bisnis. Dengan adanya nilai-nilai Islami, maka akan memberikan motivasi para 
pelaku bisnis untuk selalu menghadirkan bentuk aktivitas yang baik, mandiri, 
sejahtera, dan saling memberdayakan masyarakatnya. 
       Beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan diantaranya adalah 
: kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), 
tanggung jawab (responsibility), dan kebenaran : kebajikan dan kejujuran. Hal ini 
penting dilakukan demi tercapainya keberhasilan bisnis yang digariskan oleh 
Islam, yakni keberhasilan dunia dan akhirat, keberhasilan bisnis yang tidak hanya 
dinikmati pribadi tertentu, namun keberhasilan yang juga dapat membantu pihak-
pihak yang kurang mampu. 
       KUB NUP merupakan sebuah kelompok usaha yang bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Dilihat dari sisi tujuan, maka sebuah 
kelompok usaha bersama harus menerapkan etika bisnis Islam dengan baik agar 
benar-benar mampu memberdayakan masyarakat. Namun, jika dilihat dari 
permasalahan umum yang dihadapi oleh KUB NUP, terdapat prinsip etika bisnis 
islam masih belum terlaksana dengan baik. Seperti prinsip tanggung jawab yang 
kurang diterapkan, terlihat dari kurangnya komitmen anggota untuk turut aktif 
 

































dalam proses pemberdayaan di KUB NUP, juga kurangnya pelatihan sebagai 
tanggung jawab eksternal yang harus diberikan kepada masyarakat. 
       Dari keterkaitan permasalahan dalam KUB NUP dengan etika bisnis Islam, 
dapat dilihat betapa pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan 
sebuah usaha, karena jika etika bisnis Islam dapat diterapkan dengan baik maka 
proses usaha juga akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan 
bisnis yang digariskan oleh Islam, yakni keberhasilan dunia maupun keberhasilan 
akhirat. 
       Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan 
penelitian tentang pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor 
di KUB NUP Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang 
ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. Sehingga penelitian ini mengambil 
topik : “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor  di 
Kelompok Usaha Bersama NUP Perspektif Etika Bisnis Islam.” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 
berbasis CSR. 
 

































b. Kurangnya pendampingan dan pelatihan dalam pelaksanaan 
pemberdayaan. 
c. Kurangnya sinergitas antar para pemangku kepentingan, sehingga 
pelaksanaan tugas di kelompok usaha bersama masih terkesan terpusat 
di salah satu pihak saja. 
d. Kurangnya penerapan etika bisnis Islam dalam pola 
pemberdayaannya. 
 
2. Batasan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan, 
maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor 
di KUB NUP. 
b. Dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda 
Motor di KUB NUP. 
c. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan masyarakat 





































C. Rumusan Masalah 
       Dari uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda 
Motor di KUB NUP ? 
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra 
Honda Motor di KUB NUP ? 
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan 
masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP ? 
 

































D. Kajian Pustaka 
       Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 
kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi 
dari penelitian yang telah ada.10 Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang 



















Permasalahan Bentuk CSR masih terkesan 
sebagai pendanaan kegiatan 
charity sehingga ketika 
pendanaan kegiatan selesai 
maka selesai pula kegiatan 
yang bersangkutan. 
Tujuan 1. Untuk mengetahui 
strategi PT. Indocement 




2. Untuk mengetahui 





1. Jenis penelitian 
deskriptif analisis. 
2. Jenis dan sumber data 
terdiri dari data primer 
yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan pihak 
perusahaan, serta data 
sekunder yang diperoleh 
dari buku-buku. 
 
10 Tim Penyusun FEBI, Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), 
10. 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
3. Teknik pengumpulan 
data terdiri dari 
penelitian kepustakaan 
yaitu meneliti literatur 
yang terkait dengan 
tema, serta penelitian 
lapangan yang terdiri 
dari observasi di PT. 
Indocement Tunggal 
Tbk., serta dokumentasi 
yakni berupa 
pengumpulan data 
berdasar laporan yang 
didapat dari PT. 
Indocement Tunggal 
Tbk. serta laporan lain 
yang terkait. Wawancara 




mengenai kegiatan CSR 







dilakukan melalui CSR 
diantaranya adalah 
program perkebunan 
pohon jarak, program, 
pengelolaan sampah 
rumah tangga, program  
pemanfaatan energy dari 
kotoran sapi, program 
peternakan terpadu, dan 
program bengkel 
terpadu. 
2. Strategi pelaksanaan 










































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
mengacu pada 5 pilar 
yakni pendidikan, 
ekonomi, kesehatan, 
sosial agama dan 
budaya, serta keamanan. 
3. Manfaat CSR yakni 
mempererat hubungan 







Persamaan Sama-sama membahas 
tentang pemberdayaan 
masyarakat melalui CSR 
Perbedaan  Tidak adanya tinjauan etika 
bisnis Islam. 

















CSR PT. Astra di 
Desa Sukolilo 
Jabung Malang 
Permasalahan 1. Kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam 
program CSR yang telah 
dibuat. 
2. Kurangnya sosialisasi 
dari perangkat desa 
kepada masyarakat. 
3. Kurangnya proses 
monitoring oleh pihak 
PT. Astra. 
Tujuan 1. Untuk mengetahui 
implementasi program 
CSR PT. Astra dalam 
meningkatkan 
kesejateraan masyarakat. 
2. Untuk mengetahui  








1. Jenis penelitian kualitatif 
deskriptif. 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
2. Penentuan subjek 
penelitian menggunakan 
teknik purposive, yaitu 
penentuan berdasarkan 
kriteria tertentu. Dalam 
hal ini subjek penelitian 
di lapangan terdiri dari 
11 masyarakat Desa 
Sukolilo yang 
mengetahui dan 
bertanggung jawab pada 
program CSR Astra, 
pelaksana program 
komunitas Gubuk baca 
Lentera Negeri, serta 




1. Implementasi CSR PT. 
Astra di Desa Sukolilo 
pada bidang ekonomi 
meliputi bengkel las, 
penyaluran lapangan 
pekerjaan, dan bank 
sampah. Dalam bidang 
kesehatan meliputi 
gubuk baca dan kampus 
rakyat. Dalam program 
lingkungan meliputi 
bank sampah. 
2. Dampak dari hasil 
implementasi CSR yaitu 
tersedianya lapangan 





yang membuang sampah 
di sungai karena adanya 
bank sampah. 
Persamaan Membahas tentang 
pemberdayaan masyarakat 
desa melalui CSR. 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
Perbedaan  Dalam penelitian terdahulu 









(CSR) PT PLN 
(Persero) Wilayah 









Permasalahan 1. Pendampingan hanya 




kurang kuat dan akhirnya 
tidak berjalan lagi 
setelah adanya pelatihan. 
2. Permodalan kelompok 
masih minim, 
kemampuan masyarakat 
masih belum memadai, 
dan kualitas produk yang 
belum optimal. 
3. Akses pasar sulit, biaya 





Tujuan 1. Untuk mengetahui 
implementasi CSR PT. 
PLN Persero dalam 
melakukan 
pemberdayaan 
masyarakat di Desa Ulu 
Saddang. 
2. Untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi 
PT. PLN Persero dalam 
melakukan 
pemberdayaan 




1. Pendekatan penelitian 
kualitatif deskriptif. 
2. Sumber data terdiri dari 
data primer yakni 
diperoleh dari 
wawancara dengan pihak 
perusahaan, dan data 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
sekunder yang diperoleh 
dari dokumen perusahaa 
3. Teknik pengumpulan 
data : penelitian 
lapangan, observasi, 
wawancara. 
4. Teknik analisis data : 






1. Implementasi CSR PT. 
PLN (Persero) Wilayah 
Sulsel, Sultra, Sulbar 
melahirkan program 
pelatihan dan pembuatan 
kelompok kerajinan 
eceng gondok, jahit 
menjahit, keripik, 
pembuatan batako dan 





sarana umum desa. 
2. Program yang ada belum 
bisa mendorong 
kemandirian masyarakat. 
Hal ini dikarenakan 
masih sulitnya akses 
pasar, masih minimnya 
permodalan kelompok, 
kualitas kerajinan yang 
belum optimal, dan skill 
anggota yang belum 
memadai, serta tidak 
adanya pendampingan 
lebih lanjut secara serius. 
3. Kendala yang dihadapi 
PLN (Persero) wilayah 
tersebut adalah 
minimnya akses pasar 
untuk produk yang 
dihasilkan, biaya 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 




program yang dijalankan 
PLN. 
Persamaan Membahas tentang 
pemberdayaan masyarakat 
desa melalui CSR. 
Perbedaan  Dalam penelitian terdahulu 
tidak ada tinjauan etika 
bisnis Islam. 













Studi Pada PT. 
Telkom Indonesia 
Bandar Lampung. 
Permasalahan 1. Implementasi program 
CSR belum dilaksanakan 
secara adil dan merata. 
2. Pelaksanaan bantuan 
kesehatan hanya melalui 
pemberian dana suka 
rela. 
Tujuan 1. Untuk mengetahui 






2. Untuk mengetahui 
pengaruh implementasi 










1. Metode penelitian 
kuantitatif, bersifat 
asosiatif yakni yang 
menanyakan hubungan 
antara dua variable atau 
lebih. 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
2. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, 
dokumentasi, dan 
kuesioner. 
3. Teknik pengolahan dan 
analisis data : uji 
validitas kuesioner, uji 
reliabilitas kuesioner, 
dan uji normalitas. 
4. Uji hipotesis : uji regresi 
linier sederhana, analisis 










2. Dalam perspektif 
ekonomi Islam, program 
CSR yang dilakukan 
oleh PT. Telkom Bandar 
Lampung sudah dapat 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat, hal ini dapat 
dilihat dari keterkaitan 
antara CSR Bina 
Lingkungan PT. Telkom 
Bandarlampung terhadap 
pemeliharaan lima 
tujuan dasar dalam Islam 
yaitu harta (al-maal) 
yang didapat melalui 
program kemitraan, 
agama (al-dien) yang 
didapat dari bantuan 
pembangunan sarana dan 
prasarana ibadah, 
intelektual atau akal (al-








































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
pelatihan-pelatihan, 
pasar murah dan 
pemberian dana 
kesehatan untuk menjaga 
jiwa (nafs) dan 
keturunan (nasb), 
sehingga telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip 
ekonomi Islam yaitu 
prinsip keseimbangan 
dan tanggungjawab 
dalam berbisnis. Akan 
tetapi, dalam 
pendistribusiannya 
belum sepenuhnya adil 




malah disalurkan kepada 
masyarakat di luar area 
perusahaan. 
Persamaan Membahas tentang 
pemberdayaan masyarakat  
melalui CSR. 








penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti 
menggunakan tinjauan 














Permasalahan 1. Masyarakat kurang 
tanggung jawab pada 
dana CSR yang 
diberikan untuk mitra 
binaan. 
2. Masyarakat tidak 
menjalankan usaha 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
sesuai dengan 
perbandingan. 
Tujuan Untuk mengetahui tinjauan 
etika bisnis Islam dalam 
pengelolaan CSR PT. 
Gersindo Minang Plantation. 
Metode 
Penelitian 
Jenis penelitian kualitatif, 
prosedur pengumpulan data 
melalui observasi, 
wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data 
melalui reduksi data, 




Ditinjau dari etika bisnis 
Islam, implementasi CSR 
PT. GMP adalah sebagai 
berikut : 
1. Konsep tauhid terlihat 
pada tidak adanya 
diskriminasi terhadap 
masyarakat yang 
menerima bantuan dana 
CSR.  
2. Dalam konsep 




keseimbangan alam. PT. 
Gersindo Minang 
Plantation mempunyai 
program CSR Bina 
Lingkungan untuk 
menjaga kelestarian 
alam dengan program Go 
Green.  
3. Dalam prinsip 
kebebasan, PT. Gersindo 
Minang Plantation 
menerapkan konsep ini 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
dalam persaingan usaha 
namun dalam arti positif, 
tentu juga dengan 
melaksanakan tanggung 
jawab sosial yang baik.  
4. Dalam prinsip tanggung 
jawab, PT. Gersindo 
Minang Plantation 
menerapkan 3 aspek 
pertanggung jawaban, 
yakni tanggung jawab 
terhadap lingkungan 
yang diterapkan dalam 
program Binaan 
Lingkungan, tanggung 
jawab sosial terhadap 
kesejahteraan sosial 
diterapkan dalam 
program mitra binaan. 







masyarakat sekitar dan 
mengurangi kemiskinan. 
5. Dalam prinsip manfaat, 
PT. Gersindo Minang 
Plantation telah 
membuat program yang 
bermanfaat bagi 





kesehatan serta bantuan 
bencana alam 
Persamaan Membahas CSR dalam 
tinjauan etika bisnis Islam. 
Perbedaan  Dalam penelitian terdahulu 
pembahasan CSR dan 
 




































Judul Penelitian Hasil Keterangan 
tinjauan etika bisnis Islam 
dilakukan dari perspektif 
pengelolaan perusahaan, 
namun dalam penelitian 
yang akan penulis lakukan 




    Sumber: data diolah, 2020. 
       Berdasarkan hasil pencarian penulis terhadap penelitian terdahulu, 
penelitian yang akan dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu 
yang telah dilakukan. Meskipun pembahasan dalam penelitian terdahulu 
hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni tentang CSR, 
namun masih belum ada yang menggunakan KUB NUP sebagai objek dalam 
penelitian tentang pemberdayaan masyarakat berbasis CSR ditinjau dalam 




E. Tujuan Penelitian 
       Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan 
rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
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1. Untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra 
Honda Motor di KUB NUP. 
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat berbasis Corporate 
CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP. 
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan 
masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP. 
  
 

































F. Manfaat Penelitian 
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi 
penulis maupun pembaca. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di 
bidang pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, khususnya jika ditinjau 
dari perspektif etika bisnis Islam. 
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
penelitian yang akan datang dengan topik pemberdayaan masyarakat 
berbasis CSR dalam perspektif etika bisnis Islam. 
3. Bagi tokoh penggerak dan pengelola KUB NUP di Desa Pacarpeluk, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, khususnya yang 
sesuai dengan prinsip dan nilai etika bisnis Islam. 
4. Bagi perusahaan pemberi dana CSR, penelitian ini diharapkan dapat 





































G. Definisi Operasional 
       Definisi operasional berisi tentang penjelasan dari variabel-variabel dalam 
penelitian ini. Hal ini ditulis untuk lebih memudahkan pembaca dalam 
memahami isi dari penelitian. 
1. Pemberdayaan Masyarakat 
       Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memfasilitasi 
masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, serta mengelola 
sumberdaya lokal melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada 
akhirnya masyarakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi, ekologi, 
serta sosial.11 Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu 
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyebabkan 
mereka tidak tahu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemberdayaan 
masyarakat diharapkan membawa dampak positif untuk perubahan sosial 
ekonomi masyarakat. 
       Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud 
adalah pemberdayaan yang dilakukan di KUB NUP. 
2. Corporate Social Responsibility (CSR) 
       Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya dari entitas 
bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak 
positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam aspek 
 
11 Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kasus Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017), 23. 
 

































ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan yang 
berkelanjutan.12 CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap masyarakat yang diimplementasikan dalam berbagai macam 
kegiatan, mulai dari kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana 
untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa yang 
bersifat sosial dan bermanfaat untuk masyarakat luas.13  
       Dalam penelitian ini, CSR yang dimaksud adalah CSR PT Astra 
Honda Motor yang diberikan kepada Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama 
(PRNU) Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
3. Kelompok Usaha Bersama 
       Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu bentuk 
pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok 
masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif, seperti kegiatan 
pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan, dan 
kegiatan lainnya.14 Adanya KUB diharapkan dapat membawa perubahan 
terhadap kehidupan masyarakat, baik secara sosial, budaya, serta ekonomi.  
       Dalam penelitian ini, KUB yang dimaksud adalah KUB NUP Desa 
Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 
 
12 Nurdizal M. Rachman, dkk., Panduan Lengkap Perencanaan …15. 
13 Ibid, 17. 
14Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan …”, 55. 
 

































4. Etika Bisnis Islam 
       Etika bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang bersumber dari 
Al-Qur’an dan Hadits yang harus dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah 
bisnis.15 Prinsip etika bisnis Islam diantaranya adalah : kesatuan (unity), 
keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab 
(responsibility), dan kebenaran : kebajikan dan kejujuran.16 
H. Metode Penelitian 
        Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh. Penggunaan metode 
penelitian yang tepat akan memudahkan proses analisis masalah yang diteliti. 
       Dalam metode penelitian terdapat beberapa poin yang akan dibahas, 
diantaranya adalah : 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 
dipilih untuk mendapatkan data kualitatif yang obyektif dan lebih 
mendalam tentang pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra 
Honda Motor di KUB NUP dalam perspektif etika bisnis Islam. Hasil 
 
15 Erly Juliani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1, (Maret, 
2016). 
16Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha (Bandung : 
Alfabeta, 2013), 46. 
 

































penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga akan tersaji 
secara rinci, urut, serta mendalam. 
       Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni metode yang 
digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang obyek yang 
diteliti.17 Metode deskriptif dipilih untuk memperoleh informasi yang lebih 
rinci dan mendalam tentang pemberdayaan berbasis CSR yang 
dilaksanakan di KUB NUP, apakah pelaksanaan kelompok usaha yang 
dilakukan sudah ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 
 
2. Data yang Dikumpulkan 
       Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara dan 
dokumentasi penulis dengan narasumber, diantaranya adalah : 
a. Data Primer 
1) Data tentang prosedur masuknya CSR PT Astra Honda Motor ke 
KUB NUP. 
2) Data tentang KUB NUP sebagai implementasi CSR. 
3) Data tentang pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB 
NUP. 
4) Data tentang masyarakat yang tergabung secara langsung dalam 
kegiatan KUB NUP. 
 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2015), 34. 
 

































5) Data tentang dampak adanya CSR PT. Astra Honda Motor di KUB 
NUP. 
b. Data Sekunder 
1) Profil KUB NUP. 
2) Struktur organisasi KUB NUP. 
 
3. Sumber Data 
       Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.18 
Adapun yang termasuk dalam jenis sumber data adalah : 
a. Primer 
       Sumber data primer adalah narasumber yang mengetahui dengan 
jelas dan menguasai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, data 
primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa 
informan, diantaranya adalah tokoh penggerak Desa Pacarpeluk yaitu 
Nine Adien selaku ketua PRNU dan ketua KUB NUP, Agus Subagya 
pihak dari Yayasan Astra Honda Motor selaku perusahaan pemberi 
dana CSR, juga masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam 
pemberdayaan berbasis CSR di Desa Pacarpeluk, diantaranya Etty 
Sumarni selaku anggota Koperasi Serba Usaha KUB NUP, adalah 
 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), 172. 
 

































Ahmad selaku pengelola peternakan kampung domba, Fatoni selaku 
pengelola unit usaha pertanian, Azizah sebagai pelaku UKM yang 
bermitra dengan KUB NUP, serta Galuh Ramadhan selaku operator 
barbershop. 
b. Sekunder  
       Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh 
guna melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder berasal 
dari dokumen-dokumen, diantaranya adalah dokumen profil KUB 
NUP, serta dokumen struktur organisasi KUB NUP yang akan 
diperoleh dari pengurus. Selain itu, data sekunder juga akan diperoleh 
dari situs web PRNU Desa Pacarpeluk, diantaranya data tentang alur 
masuk CSR di PRNU Desa Pacarpeluk dan data tentang kegiatan 
gerakan Pacarpeluk bersedekah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 
paling strategis, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk 
mendapatkan data. Dengan teknik pengumpulan yang tepat, maka akan 
diperoleh data yang sesuai. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 
yang digunakan diantaranya adalah : 
a. Wawancara 
       Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik 
 

































tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan di Desa 
Pacarpeluk dengan narasumber mengenai pola pemberdayaan berbasis 
CSR di KUB NUP. Narasumber yang terkait yaitu pihak perusahaan 
pemberi CSR yakni Yayasan Astra Honda Motor, serta pihak dari 
KUB NUP, yang terdiri dari ketua, anggota, dan pengelola tiap-tiap 
unit usaha.  
b. Dokumentasi 
       Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.19 Hal 
ini bisa berupa tulisan, gambar, maupun karya seseorang. Dalam 
penelitian ini, data terkait aktivitas usaha akan diperoleh dari pihak 
KUB NUP. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan 
dokumentasi berupa pengambilan foto di tiap-tiap unit usaha KUB 
NUP. 
c. Observasi 
       Dalam metode observasi, pengumpulan data diperoleh dengan 
cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengamatan 
dilakukan secara langsung di Desa Pacarpeluk yakni di lokasi unit 
 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017), 240.    
 

































usaha KUB NUP. Setelah diadakan pengamatan, hasil observasi yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti akan dicatat secara sistematis. 
d. Teknik Validasi Data 
       Dalam penelitian kualitatif, sebuah penelitian dapat dikatakan 
valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dituliskan peneliti 
dengan fakta yang ada di lapangan. Teknik validasi data merupakan 
teknik yang penting dalam menentukan keabsahan data dalam sebuah 
penelitian. Dalam penelitian ini, teknik validasi data menggunakan 
triangulasi. 
       Triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa keabsahan data 
yang didapat dengan menggunakan sumber lain untuk pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data yang telah didapatkan. 
Menurut Sugiyono, ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi 
sumber, teknik, dan waktu.20 
       Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber, yakni dengan menguji keabsahan data dari 
beberapa sumber. Dalam triangulasi sumber, akan dilakukan 
perbandingan dari hasil informasi yang didapatkan dari setiap 
informan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. 
Dalam hal ini, informasi akan dicari dari berbagai pihak, yakni dari 
 
20 Ibid, 240. 
 

































pemberi dana CSR yaitu Yayasan Astra Honda Motor, pihak penerima 
serta pengelola dana CSR yakni ketua KUB NUP dan anggotanya, 
serta pengelola usaha pertanian, peternakan, mitra UKM, dan 
barbershop. 
5. Teknik Analisis Data 
       Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis data. Beberapa tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Reduksi Data 
       Data yang dikumpulkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak. 
Oleh karena itu, perlu adanya reduksi data untuk memfokuskan pada 
hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih 
jelas dan untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya. 
       Dalam hal ini, transkrip serta rekaman wawancara dengan 
informan akan dibaca dan didengarkan kembali untuk kemudian 
memilah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang 
sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu data yang berhubungan 
dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP 
dalam perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan data di luar masalah 
tersebut tidak digunakan. 
b. Penyajian Data 
 

































       Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 
sejenisnya.21 Dengan penyajian data, maka pemahaman tentang apa 
yang terjadi di lapangan akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, 
penyajian data juga akan lebih mempermudah untuk menentukan 
langkah selanjutnya dalam analisis data. 
c. Kesimpulan 
       Dalam hal ini, data yang disajikan akan dianalisis menggunakan 
teori-teori pemberdayaan serta etika bisnis Islam untuk kemudian 
ditarik kesimpulan tentang kebenaran fakta di lapangan. Hal itu 
kemudian menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang dimaksud, 
serta agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya 
ditulis sebagai berikut : 
       Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian 
pustaka, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta 
sistematika pembahasan. 
 
21 Ibid, 249. 
 

































       Bab II Kajian Teori. Pada bab ini dibahas teori pemberdayaan masyarakat, 
teori CSR, serta teori etika bisnis Islam. 
       Bab III Data Penelitian. Bab ini berisi tentang data profil KUB NUP, mitra 
usaha KUB NUP, pola pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, dampak 
pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, serta penerapan etika bisnis Islam 
dalam pola pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP. 
       Bab IV Analisis Data. Bab ini berisi tentang analisis pola pemberdayaan 
masyarakat berbasis CSR di KUB NUP, analisis dampak pemberdayaan 
berbasis CSR di KUB NUP, serta analisis penerapan etika bisnis Islam dalam 
pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP. 
       Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan atas 
rumusan masalah dalam penelitian, serta saran terkait dengan pemberdayaan 
masyarakat berbasis CSR di KUB NUP. 
 


































PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR DI KELOMPOK 
USAHA BERSAMA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM 
A. Pemberdayaan Masyarakat 
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat 
       Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan konsep 
pembangunan ekonomi yang bersifat “people centered, participatory, 
empowering, and sustainable” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, 
memberdayakan, dan berkelanjutan).22 Pemberdayaan masyarakat tidak hanya 
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, namun 
juga mencari alternatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. 
Sedangkan menurut Rappaport, pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara 
yang menjadikan rakyat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (atau 
berkuasa) atas kehidupannya.23  
       Menurut Suharto, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. 
Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 
termasuk individu-individu yang mengalami masalah 
 
22 Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan,… 30. 
23 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 59. 
 
































kemiskinan.24 Sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan upaya yang bertujuan 
untuk menciptakan perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 
kekuasaan dan pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial seperti memiliki 
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.25 
       Dari berbagai pengertian menurut beberapa tokoh di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan 
berkesinambungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan 
untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomi, fisik, maupun sosial. 
2. Tahapan Pemberdayaan 
       Pemberdayaan masyarakat merupakan merupakan sebuah proses, yakni 
proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
baik kebutuhan ekonomi, fisik, maupun sosial. Sebagai sebuah proses, maka 
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara bertahap. Menurut Adi, 
 
24 Edi Suharto, Membangun Masyarakat …60. 
25 Ibid. 
 
































pemberdayaan masyarakat terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah 
sebagai berikut :26 
a. Tahap persiapan. Dalam tahap ini dilakukan penyiapan petugas dan 
lapangan. Penyiapan petugas bertujuan untuk menyamakan persepsi antara 
anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sementara 
penyiapan lapangan dilakukan untuk melihat kelayakan daerah yang akan 
dijadikan sasaran pemberdayaan. 
b. Tahap assessment. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang 
terjadi di lapangan serta potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat 
sasaran pemberdayaan. Pengkajian (assessment) dapat dilakukan secara 
individual (individual assessment) melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun 
anggota masyarakat tertentu. Selain itu juga dapat dilakukan melalui 
kelompok (group assessment).  
c. Tahap perencanaan alternatif program. Dalam tahap ini, fasilitator secara 
partisipatif melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang 
dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini, masyarakat 
diharapkan dapat menciptakan beberapa alternatif program untuk 
memecahkan permasalahan. Program dan kegiatan yang akan 
dikembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian 
bantuan, sehingga tidak muncul program yang bersifat insidental (one shot 
 
26 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian 
Pembangunan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 206. 
 
































programme) serta amal (charity) yang kurang dapat dilihat manfaatnya 
dalam jangka panjang.  
d. Tahap formulasi rencana aksi. Dalam tahap ini dilakukan perumusan dan 
penentuan program serta kegiatan apa yang mereka lakukan guna mengatasi 
permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan ketika ada berbagai 
usulan masyarakat yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya, sehingga perlu 
ditentukan program mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Tahap 
ini juga berkaitan dengan pemformulasian gagasan dalam bentuk tulisan, 
terutama bila terkait dengan pengajuan proposal kepada pihak penyandang 
dana. 
e. Tahap pelaksanaan program. Dalam tahap ini masyarakat 
mengimplementasikan program yang telah dirumuskan bersama-sama. 
Dalam hal ini perlu sinergitas yang baik antara fasilitator dan masyarakat 
agar proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan dengan baik. 
f. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini pengawasan dilakukan oleh masyarakat 
dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dijalankan. 
Namun, terkadang dari hasil evaluasi didapatkan hasil yang tidak sesuai 
harapan. Jika hal ini terjadi, maka evaluasi proses diharapkan dapat 
memberikan umpan balik untuk perbaikan program. Jika diperlukan, dapat 
dilakukan kembali assessment terhadap permasalahan atau potensi sumber 
daya yang tersedia. 
 
































g. Tahap terminasi. Dalam tahap ini, dilakukan pemutusan hubungan secara 
formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi 
dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, 
tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah dihentikan karena sudah 
melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, atau karena 
anggaran sudah selsai. Meskipun demikian, tidak jarang fasilitator tetap 
melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. 
3. Pendekatan Pemberdayaan 
       Dalam melakukan pemberdayaan, terdapat tiga pola pendekatan yang 
dikemukakan oleh Ross, diantaranya adalah pola single function approach, 
multiple approach, serta inner resources approach. Berikut penjelasannya :27 
a. Single function approach merupakan pola pendekatan dimana program 
jadi dibuat oleh pihak luar. Misalnya sekolah baru, program kesehatan, 
dan pembangunan perumahan, di mana pihak luar atau organisasi yang 
menghadirkan program tersebut memikirkan tentang manfaat yang akan 
didapatkan oleh masyarakat. 
b. Multiple approach merupakan pola pendekatan di mana pihak luar atau 
kelompok ahli akan mengenal seluruh kehidupan masyarakat sasaran 
pemberdayaan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan potensi. 
Selanjutnya mereka akan menetapkan program untuk memecahkan 
 
27 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2013), 80. 
 
































masalah yang dihadapi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 
masyarakat dan diharapkan akan membawa perubahan bagi masyarakat. 
c. Inner resources approach merupakan pola pendekatan yang menekankan 
untuk mendorong masyarakat dalam mengidentifikasi apa yang mereka 
inginkan dan butuhkan. Dalam hal ini, masyarakat ikut berpartisipasi di 
setiap tahap pemberdayaan. 
4. Dampak Pemberdayaan 
       Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan peningkatan 
kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, 
diharapkan akan berdampak positif pada bidang sosial ekonomi masyarakat. 
a. Dampak Sosial    
       Teori tentang dampak sosial diawali dengan adanya teori perubahan 
sosial. Menurut Gillin, perubahan sosial merupakan suatu variasi cara 
hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, 
kebudayaan, komposisi penduduk, ideology, maupun adanya penemuan 
baru dalam masyarakat.28 Definisi lain dijelaskan oleh Soemardjan yang 
menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada 
lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 
sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku 
diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.29 
 
28 Joan Hesti dan Sri Muhammad, Perubahan Sosial, (Klaten : Cempaka Putih, 2018), 4. 
29 Ibid. 
 
































       Berdasarkan teori perubahan sosial, dalam hal ini Fardani menjelaskan 
bahwa dampak sosial merupakan sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang 
terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat 
yang terjadi pada masyarakat, baik karena kejadian itu mempengaruhi 
masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat.30 
b. Dampak Ekonomi 
       Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat membawa 
dampak bagi perekonomian. Stynes menjelaskan bahwa dampak ekonomi 
dibedakan menjadi tiga indikator :31 
1) Direct effect, meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, 
dan tingkat pendapatan. 
2) Indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan 
jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan 
variasi pajak, perubahan sosial dan lingkungan. 
3) Induced effect, meliputi pengeluaran rumah tangga dan peningkatan 
pendapatan.  
       Sedangkan menurut Cohen, dampak ekonomi merupakan akibat dari 
suatu perubahan yang terjadi di lingkungan yang meliputi dampak terhadap 
 
30 Isna Fitriana dan Ricka Octaviani, “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan 
Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2, 
(September, 2016), 155. 
31 Ibid. 
 
































pendapatan, dampak terhadap aktivitas ekonomi, serta dampak terhadap 
pengeluaran.32 
 
B. Corporate Social Responsibility (CSR) 
1. Definisi CSR 
       Definisi CSR menurut World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus 
bertindak secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi untuk 
kualitas hidup karyawan dan keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas 
komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.33 Sedangkan definisi CSR 
menurut ISO 26000 adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap 
dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada 
masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 
transparan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan 
pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan 
norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi 
secara menyeluruh.34 Lingkar studi CSR Indonesia mendefinisikan CSR 
sebagai upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan 
 
32 Ibid. 
33 Nurdizal M. Rachman, dkk., Panduan Lengkap Perencanaan …16. 
34 Ibid, 17. 
 
































dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap 
seluruh pemangku kepentingan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan 
lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.35  
       Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR atau 
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan dalam 
meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif kegiatan 
operasionalnya, melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lokal maupun masyarakat secara luas. Tanggung 
jawab sosial ini diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan, mulai 
dari kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk 
pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa yang bersifat sosial 
dan bermanfaat untuk masyarakat luas.36 
2. Manfaat CSR 
       Menrurut Wibisono, penerapan CSR membawa manfaat bagi perusahaan, 
diantaranya adalah :37 
a. Mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image 
perusahaan; 
b. Layak mendapatkan social licence to operate atau izin/dukungan sosial; 
 
35 Ibid, 15. 
36 Ibid, 17. 
37 Achmad Lamo Said, Corporate Social Resonsibility dalam Persektif  Governance (Yogyakarta : 
Deepublish, 2018), 116. 
 
































c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan; 
d. Melebarkan akses sumber daya; 
e. Membentangkan akses menuju market; 
f. Mereduksi biaya; 
g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder; 
h. Memperbaiki hubungan dengan regulator; 
i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; 
j. Berpeluang mendapatkan penghargaan. 
       Sedangkan Ambadar menjelaskan manfaat CSR bagi masyarakat, 
diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 
kelembagaan, tabungan, konsumsi, dan investasi rumah tangga warga 
masyarakat.38 
 
C. Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
1. Definisi KUB 
       Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu bentuk 
pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok 
masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif, seperti kegiatan 
 
38 Jacki Ambadar, Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia  (Jakarta : Elex Media 
Computindo, 2008), 44. 
 
































pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan, dan 
kegiatan lainnya.39 
       KUB merupakan sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan 
melalui usaha ekonomi produktif. Selain itu, melalui KUB masyarakat bisa 
meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, memanfaatkan 
potensi sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, yang 
pada akhirnya akan memotivasi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri baik 
dalam bidang sosial maupun ekonomi. 
 
2. Tujuan KUB 
       Kelompok Usaha Bersama (KUB) memiliki tujuan utama untuk 
mempercepat penghapusan kemiskinan, dengan tujuan untuk :40 
a. Peningkatan kemampuan usaha para anggota KUB secara bersama dalam 
kelompok; 
b. Peningkatan pendapatan atau kemampuan para anggota KUB dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
c. Pengembangan usaha bersama; 
d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 
KUB dan dengan masyarakat sekitar. 
 
39Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan …”, 55. 
40 Haryati Roebyantho, dkk., Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE 
(Jakarta : P3KS Press, 2011), 45. 
 

































3. Pola Pemberdayaan Melalui KUB 
       Pola pemberdayaan masyarakat merpakan suatu bentuk upaya yang 
dilakukan untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan 
masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan guna meningatkan 
kualitas potensi suatu daerah.41 
       Menurut Tampubolon, terdapat beberapa aspek dalam pola pemberdayan 
KUB diantaranya adalah proses pembentukan KUB pada awalnya, pola 
pendekatan yang digunakan, keanggotaan, bantuan yang diterima, 
pendampingan, serta kebebasan yang diberikan.42 Berikut penjelasannya : 
a. Proses pembentukan KUB 
       Pembentukan kelompok merupakan tahap awal pemberdayaan. Proses 
pembentukan kelompok merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang 
dilakukan kelompok mulai dari awal adanya ide hingga kesepakatan 
terbentuknya KUB. Proses pembentukan KUB sangat terikat dengan 
proses pengembangan selanjutnya. Dalam proses ini perlu dilakukan 
persiapan awal seperti observasi, identifikasi masalah dan kebutuhan 
anggota, serta potensi yang dimiliki daerah sasaran pemberdayaan.43 
 
41 Muh Zaynal Hafizi, et al, “Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai MIU 
(Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi 
Sulawesi Tengah), Warta Rimba, Vol. 4, No. 2, 8. 
42 Joyakin Tampubolon, et al, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE)”, Jurnal Penyuluhan, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2006), 15. 
43Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan …”, 47. 
 
































Pembentukan KUB harus dilakukan dengan demokratis dengan pedekatan 
bottom up.44 Dalam hal ini, masyarakat diberi kebebasan untuk 
menuangkan ide dan kreatifitasnya dalam kelompok yang diinginkan. 
Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam setiap tahap pemberdayaan. 
Prinsip kebersamaan harus ditekankan pada pembentukan kelompok. 
Dengan adanya kebersamaan serta kedekatan antar anggota kelompok, 
maka akan mewujudkan semangat dan kegiatan kooperatif. Sinergitas ini 
pada akhirnya akan membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi. 
b. Pola pendekatan 
       Dalam konsep pemberdayaan, pendekatan utama yang digunakan 
adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek 
pembangunan, namun mereka merupakan subjek dari upaya 
pembangunanya sendiri.  
       Dalam pemberdayaan melalui KUB, dilakukan pendekatan yang 
berorientasi pada pendekatan community development dengan tujuan agar 
proses pemberdayaan lebih optimal. Hal ini karena pendekatan community 
development mengutamakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok 
tersebut. Menurut Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat melalui 
pendekatan kelompok dianggap paling efektif karena mayoritas penduduk 
akan kesulitan jika mengatasi hambatannya sendiri.45 Dengan adanya 
 
44Joyakin Tampubolon, et al, “Pemberdayaan Masyarakat…”, 20. 
45 Ibid, 174. 
 
































kelompok, maka mereka akan saling bersinergi dan bekerjasama dalam 
mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, 
penggunaan sumber daya akan lebih efisien, dan terjalinnya kemitraan 
usaha antar kelompok juga akan membuat mereka mampu bersaing. 
c. Keanggotaan 
       Tampubolon menjelaskan bahwa keanggotaan merupakan salah satu 
aspek yang mempengaruhi pola pemberdayaan di KUB yang pada akhirnya 
juga berpengaruh pada tingkat keberhasilan KUB.46 Adanya daftar anggota 
secara lengkap, kerjasama anggota, juga keaktifan anggota dalam 
mengelola usaha merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam 
pemberdayaan melalui KUB. Hal ini juga dijelaskan oleh Widayanti, 
bahwa keaktifan anggota merupakan salah satu pendukung keberhasilan 
KUB, diantaranya mencakup keaktifan anggota dalam mengadakan 
kegiatan rutin, kedisiplinan anggota dalam pengelolaan administrasi dan 
keuangan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang 
kegiatan, dan kuatnya rasa ikatan persaudaraan diantara para anggota yang 
tercermin dari sikap saling membantu, tolong-menolong, gotong royong, 
serta kerjasama yang baik.47  
d. Bantuan yang diterima 
 
46 Joyakin Tampubolon, et al, “Pemberdayaan Masyarakat…”, 15. 
47 Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nurrochman Hidayatullah, “Kinerja Kelompok Usaha Bersama 
(Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan”,  Jurnal PKS, Vol. 14, No. 2, (Juni, 2015), 177. 
 
































       Pemberian bantuan baik bantuan dana maupun sarana dan prasarana 
yang dialokasikan untuk masyarakat melalui berbagai program 
pemberdayaan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu 
percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kesesuaian bantuan yang 
diberikan dengan yang dibutuhkan merupakan hal yang penting. Perlu 
dilakukan identifikasi kebutuhan yang mendalam terhadap kebutuhan 
KUB sebelum bantuan diberikan. Pemberian bantuan dilakukan untuk 
meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal yang 
bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada akhirnya dapat 
menciptakan pendapatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.48 Proses 
ini harus digerakkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, bantuan 
dana, sarana dan prasarana harus dikelola secara tertib dan transparan 
dengan berpegang pada lima prinsip pokok, diantaranya adalah :49 
1) Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai 
pelaksana dan pengelola (acceptable); 
2) Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat 
dipertanggung jawabkan (accountable); 
3) Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat 
untuk mengelola kegiatan secara ekonomi (profitable); 
 
48 Haryati Roebyantho, dkk., Dampak Sosial Ekonomi…, 174 
49 Ibid. 
 
































4) Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga 
menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi 
setempat (sustainable); 
5) Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan 
dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas 
(repicable). 
e. Pendampingan 
       Dalam proses pemberdayaan, keberadaan pendamping sangat 
diperlukan. Pendampingan dimaksudkan untuk memberi pengarahan dan 
bimbingan terhadap anggota KUB baik administratif dan substantif agar 
program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.50  
       Kamil menjelaskan bahwa pendamping harus melakukan peran yang 
sesuai dengan ruang lingkup pendampingnya, diantaranya adalah sebagai 
fasilitator, motivator, dan katalisator.51 
1) Fasilitator 
       Sebagai fasilitator, pendamping diharapkan mampu 
mengkoordinasikan sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber 
daya manusia dan sumber daya alam yang memungkinkan kegiatan 
 
50 Ibid, 78. 
51 Okke Rosmaladewi, Manajemen Kemitraan : Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Yogyakarta : Deepublish, 2018), 83. 
 
































masyarakat sebagai sasaraan pemberdayaan dapat berkembang secara 
optimal. 
2) Motivator 
       Sebagai motivator, pendamping diharapkan mampu untuk 
memberikan motivasi kepada warga masyarakat, serta menggerakkan 
masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pemberdayaan demi 
kesejahteraan bersama. 
3) Katalisator 
       Sebagai katalisator, pengamping bertugas untuk menjembatani 
warga masyarakat dengan masyarakat lain, dengan pemerintah lain, 
dengan pemerintah daerah, dan dengan pengusaha serta dunia industri. 
Dengan kata lain, dalam hal ini pendamping dituntut untuk berperan 
secara aktif sebagai seorang penghubung. 
f. Kebebasan yang diberikan 
       Menurut Sulistiyani, tujuan pemberdayaan adalah membentuk 
individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 
kemandirian berpikir, bertindak, serta mengendalikan apa yang mereka 
lakukan.52 Kemandirian masyarakat dicirikan dengan kemampuan dan 
kebebasan dalam menentukan pilihan yang terbaik. Dalam hal ini, 
 
52 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan (Yogyakarta : Gava Media, 
2004), 80. 
 
































kemandirian diartikan jika individu atau kelompok bisa memanfaatkan 
potensi yang dimiliki secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. 
       Dalam pemberdayaan melalui KUB, kebebasan ini berkaitan dengan 
kebebasan yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari pembentukan 
kelompok, penentuan jenis usaha yang dikelola, serta kebebasan dalam 
pengelolaan usaha. Dalam hal ini, masyarakat diberi kebebasan untuk 
mengembangkan aspirasi dan potensi mereka serta menuangkan 
kreatifitasnya dalam KUB tersebut.  
D. Etika Bisnis Islam 
1. Definisi Etika Bisnis Islam 
       Dalam Islam, semua aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-
Qur’an termasuk kegiatan bisnis. Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat 
berjalan dengan baik serta sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka bisnis harus 
dijalankan sesuai dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan 
norma-norma etika yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang harus 
dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah bisnis.53 
       Islam melarang kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak 
baik seperti penipuan, kecurangan, serta cara batil lainnya. Bisnis harus 
dijalankan dengan prinsip kemaslahatan umum, seperti suka sama suka serta 
 
53 Erly Juliani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1 (Maret, 
2016) 
 
































adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan tersebut.        
Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 :54 
ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإَلَّ أاْن تاُكونا ِتااراًة عاْن ت ارااضٍ  ا الَِّذينا آماُنوا َلا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ ْ ِمْنُكْم َيا أاي ُّها ْواَلا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم  ۚ  ِإنَّ اَّللَّا كاانا  ۚ 
 ِبُكْم راِحيًما 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
       Dalam berbisnis, Islam mendorong manusia untuk bekerja demi 
kemaslahatan dalam hidup. Hal ini berarti penerapan bisnis tidak hanya 
dilakukan untuk penumpukan hal-hal yang bersifat material, namun juga 
harus mampu memberikan peran dan dampak positif bagi diri sendiri serta 
orang-orang disekitarnya. Etika Bisnis Islam harus dijadikan pedoman dalam 
segala aktivitas bisnis. Dengan adanya nilai-nilai Islami, maka akan 
memberikan motivasi para pelaku bisnis untuk selalu menghadirkan bentuk 
aktivitas yang baik, mandiri, sejahtera, dan saling memberdayakan 
masyarakatnya. 
 
2. Prinsip Etika Bisnis Islam        
        Dalam etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan 




































keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab 
(responsibility), dan kebenaran : kebajikan dan kejujuran.55 
a. Kesatuan (unity) 
       Kesatuan (unity) atau biasa disebut tauhid, merupakan fondasi utama 
dari seluruh ajaran Islam. Tauhid merupakan dasar dari seluruh aspek 
kehidupan umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. 
Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat 
fundamental dari ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT. dalam 
Surah Az Zumar ayat 38 :56 
ُ ُقْل أاف اراأايْ ُتم مَّا تاْدُعونا ِمن ُدوِن ا َّللَِّ والاِئن ساأاْلت اُهم مَّْن خالاقا السَّمااوااِت وااْْلاْرضا لاي اُقوُلنَّ اَّللَّ
ُ ِبُضرٍ  هاْل ُهنَّ كااِشفااُت ُضر ِِه أاْو أارااداِن ِبراْْحاٍة هاْل ُهنَّ ُمُِْسكااُت را ِإْن  ْْحاِتِه ُقْل أارااداِنا اَّللَّ
ُلونا  ُ عالاْيِه ي ات اواكَُّل اْلُمت اواكِ   حاْسِبا اَّللَّ
“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka : “Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi ?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. 
Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru 
selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, 
apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, 
atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat 
menahan rahmat-Nya?” Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku,” kepada-
Nyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri.” 
 
       Dalam bidang ekonomi, konsep kesatuan mengajarkan dua hal. 
Pertama, semua sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan 
 
55 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
56 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business And Economics Ethics : Mengacu pada Al-Qur’an dan 
Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 
2012), 52. 
 
































milik Allah secara mutlak dan hakiki. Kedua, manusia hanya sebagai 
pemegang amanah untuk mengelola sumber daya tersebut dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.57 
       Prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam memadukan keseluruhan 
aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial 
menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep 
konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, Islam 
menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk 
kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi 
terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan penting 
dalam sistem  Islam.58 
b. Keseimbangan (equilibrium) 
       Keseimbangan atau keharmonisan sosial merupakan suatu sifat 
dinamis yang mengerahkan kekuatan untuk menentang segenap 
ketidakadilan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam bidang ekonomi. 
Dalam segala bisnis yang dijalani Nabi Muhammad SAW, nilai adil 
dijadikan sebagai standar utama. Definisi adil dalam Islam diarahkan agar 
hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Kedudukan dan 
tanggung jawab para pelaku bisnis dapat ia bangun melalui prinsip “akad 
yang saling setuju”. Ia meninggalkan tradisi riba dan memasyarakatkan 
 
57 Ibid. 
58 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
 
































kontrak mudharabah (100% project financing) atau kontrak musyarakah 
(equity participations).59 
       Karena itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil 
atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan yang dilakukan. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 58:60 
نَّ  ْتُ ؤادُّوا أان َياُْمرُُكمْ  ٱَّللَّا  ِِ ناَٰتِ  ۚ  ْمُتم واِإذاا أاْهِلهاا ْۚ ِإلاَٰ  ٱْْلاماَٰ َْتاُْكُموا أان ٱلنَّاسِ  باْيا  حاكا  ۚ 
ْ بِٱْلعاْدلِ  يعً  كاانا   ٱَّللَّا  ِإنَّ  ۚ ْ ۦ بِهِ  ياِعُظُكم  نِِعمَّا  ٱَّللَّا  ِإنَّ  ۚ  َْسِا باِصريًا اۚ   
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” 
       Terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat akan 
melahirkan kondisi lingkungan yang kondusif dan baik untuk 
kelangsungan bisnis. Namun sebaliknya, ketidakadilan akan dapat 
menimbulkan permasalahan sosial yang dapat meresahkan para pelaku 
bisnis. 
c. Kehendak bebas (free will) 
       Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil 
tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam 
 
59 Eva Iryani, “Falsafah Etika Bisnis dalam Al-Qur’an”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 
Vol. 14 No. 03 (2014), 116. 
60 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah, (Jakarta : 
Maghfirah Pustaka, 2011), 153. 
 
































batas-batas skema penciptaan-nya, manusia juga secara relatif mempunyai 
kebebasan. Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing 
kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi.61 
       Kebebasan merupakan nilai penting dalam etika bisnis Islam. Namun 
kebebasan yang dimaksud tidak merugikan kepentingan bersama atau 
kelompok. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batas pendapat 
bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 
dengan segala potensi yang dimilikinya.62 Kehendak bebas juga berarti 
dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis bertindak tanpa adanya paksaan 
dari pihak luar. Akan tetapi, kehendak bebas tetap dibatasi oleh nilai-nilai 
Islam, yang artinya hal-hal yang diharamkan oleh dalil tetap tidak boleh 
dilakukan. 
d. Tanggung jawab (responsibility) 
       Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh 
manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 
akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia 
perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini 
berhubungan erat dengan kebebasan. Ia menetapkan batasan mengenai apa 
 
61 Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta : Salemba 
Diniyah, 2002), 11. 
62 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
 
































yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua 
yang dilakukannya.63 
       Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 85 sebagai 
berikut:64 
عاًة حاساناًة ياُكن لَّهُ  عاًة سايِ ئاًة ياُكن لَّهُ  ۚ ْناِصيٌب مِ ن ْهاا  ۥْمَّن ياْشفاْع شافاَٰ ِكْفٌل   ۥْوامان ياْشفاْع شافاَٰ
ُ عالاىَٰ ُكلِ  شاْىٍء مُِّقيًتا  ۚ ْمِ ن ْهاا  واكاانا ٱَّللَّ  
“Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh 
bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya 
ia akan memikul konsekuensinya.” 
 
       Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa jika perbuatan tersebut 
merupakan pilihan sadar dalam situasi bebas, maka pertanggungjawaban 
dapat diperlakukan. Artinya semakin besar wilayah kebebasan maka 
semakin besar pula pertanggung jawabannya.65 
e. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran. 
       Dalam hal ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari 
kesalahan, kebenaran juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. 
Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 
perilaku benar.66 Kejujuran berarti sikap pelaku bisnis untuk tidak 
mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara menyuap, 
menimbun barang, berbuat curang dan menipu, dan tidak memanipulasi 
 
63 Ibid. 
64 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an…, 186. 
65 Rina Desiana dan Noni Afrianty, “Landasan Etika dalam Ekonomi Islam”, Al-Intaj, Vol. 03 No. 01, 
(Maret 2017), 127. 
66 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
 
































barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.67 Kebajikan berarti 
melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan 
kepada orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu.68 
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77 :69 
اْْلِخراةا   ارا  الدَّ  ُ اَّللَّ كا  آَتا ِفيماا  نْ ياا ۚ ْواابْ تاِغ  الدُّ ت اْنساناِصيباكاِمنا  واَلا
ت اْبِغ اْلفاساادا ِف اْْلاْرِض ۚ ْواأاْحِسْنكامااأاْحسانااللَُّهِإلاْيكا ۚ ْ ُيُِبُّاْلُمْفِسِدينا ۚ ْواَلا للَّهاَلا ِإَّنَّ  
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh 
Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” 
 
67 Ibid, 44. 
68 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi 
(Jakarta : Penebar Plus, 2012), 224. 
69 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an…, 394. 
 


































PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR PT ASTRA HONDA 
MOTOR DI KELOMPOK USAHA BERSAMA NUP PERSPEKTIF ETIKA 
BISNIS ISLAM 
A. Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama NUP  
1. Profil Kelompok Usaha Bersama 
       Kelompok ini terbentuk di tahun 2018 sebagai wujud kemitraan antara 
PRNU Desa Pacarpeluk dengan Yayasan Astra Honda Motor. Tujuan 
dibentuknya kelompok ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa Pacarpeluk yang pada umumnya adalah para Nahdiyin. 
Kelompok ini berusaha memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan 
berbagai bidang usaha. Prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil 
dengan masyarakat sebagai pengelola. Usaha yang dijalankan oleh kelompok 
ini diantaranya adalah di bidang kemitraan pertanian, peternakan, UKM, 
persewaan scaffolding, serta barbershop. Kelompok usaha bersama ini 
dilembagakan dalam sebuah kelembagaan koperasi.  
 
































       Berikut adalah rincian profil Kelompok Usaha Bersama NUP : 
 Tabel 3.1  
Profil Kelompok Usaha Bersama NUP 
Nama Kelompok 
Kelompok Usaha Bersama NU Pacarpeluk 
(KUB NUP) 
Status Kelompok 
Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Jombang sebagai Koperasi Serba 
Usaha Kelompok Usaha Bersama 
Alamat 
Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan 
Megaluh Kabupaten Jombang 
Jumlah Anggota 29 
No Telp/Hp 0856-5534-0317 
Tanggal Pembentukan 6 November 2018 
Tanggal Pengesahan 
Kelembagaan 
14 Desember 2018 




3. Kemitraan UKM 
4. Barbershop 
5. Koperasi 
6. Persewaan scaffolding 
Sumber : data diolah, 2020. 
  
 

































2. Struktur Organisasi 
       Berikut adalah struktur organisasi Kelompok Usaha Bersama NUP : 
Tabel 3.2 
Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama NUP 
NO NAMA JABATAN 
1 Bambang Suirman Pengawas 
2 Syamsul Huda Pengawas 
3 Nine Adien Maulana  Ketua 
4 Urifah Tussalamah Sekretaris 
5 Dewi Jamilah Bendahara 
6 Hikmatun Ni’mah Anggota 
7 Solikul Hadi Anggota 
8 Indra Handayani Anggota 
9 Bakti Yuli Astono Anggota 
10 Widayah Anggota 
11 Kartini Anggota 
12 Solikah Anggota 
13 Siti Fatimah Anggota 
14 Lilik Wuryani Anggota 
15 Yustisia Fajarsari Anggota 
16 Yuliana Anggota 
17 Etty Sumarni Anggota 
18 Nur Kholiq Anggota 
19 Fatoni Anggota 
20 Kasiati Anggota 
21 Jarot Wijayadi Anggota 
22 Sunaryo Anggota 
23 Imayatur Rokhmatillah Anggota 
24 Sujarwo Anggota 
25 Azizah Sukmawati Anggota 
26 Poninten Anggota 
27 Muhammad To’ib Anggota 
28 Giyasati Anggota 
29 Nur Taufiq Wibowo Anggota 
Sumber : Dokumen Kelompok Usaha Bersama NUP 
 
































B. Mitra Kelompok Usaha Bersama NUP 
       Kelompok Usaha Bersama NU Pacarpeluk (KUB NUP) merupakan hasil 
kemitraan antara PRNU Desa Pacarpeluk dengan PT Astra Honda Motor. Dalam 
hal ini, PT Astra Honda Motor melalui unit yayasan CSRnya memberikan bantuan 
dana kepada PRNU Desa Pacarpeluk yang ditujukan untuk pemberdayaan 
masyarakat. Berikut gambaran umum PT Astra Honda Motor yang merupakan 
mitra utama KUB NUP : 
1. Profil PT Astra Honda Motor70 
       PT. Astra Honda Motor merupakan sinergi keunggulan teknologi dan 
jaringan pemasaran di Indonesia, dan merupakan sebuah pengembangan 
kerjasama antara Honda Motor Company Limited, Jepang, dan PT Astra 
Internasional Tbk. Indonesia. PT. Astra Honda Motor didirikan pada 11 Juni 
1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Pada tahun 2001 PT Federal 
Motor  dan beberapa anak perusahaan di merger menjadi satu dengan nama 
PT Astra Honda Motor, yang komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% 
milik PT. Astra International Tbk. dan 50% milik Honda Motor Co. Japan. PT 
Astra Honda Motor memiliki kapasitas produksi 5.800.000 unit/tahun. Hingga 
tahun 2016, total distribusi perusahaan ini mencapai 4.380.888 unit. Kantor 
pusat kantor ini berada di Jl. Laksda Yos Sudarjo, Sunter I Jakarta.                                            
 
70 PT. Astra Honda Motor, “Corporate Profile”, https://www.astra-honda.com/corporate#corporate-
profile/ diakses pada 2 Desember 2019. 
 
































2. Visi dan Misi PT Astra Honda Motor71 
       PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan yang menjalankan fungsi 
produksi, penjualan dan pelayanan purna jual yang lengkap untuk kepuasan 
pelanggan dan memiliki : 
a. Visi : Astra Honda Motor ingin menjadi pemimpin pasar sepeda 
motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan 
impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan 
berkontribusi kepada rakyat Indonesia. 
b. Misi : Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk 
dan pelayanan terbaik. 
3. Corporate Social Responbility (CSR) PT Astra Honda Motor72 
       Dalam pelaksanaan CSR, PT Astra International Tbk. mempunyai 9 
yayasan sosial mandiri di bawah naungannya untuk merangkul seluruh 
pemangku kepentingan Grup Astra, baik pemangku kepentingan internal 
maupun eksternal sebagai penerima manfaat. PT Astra Internasional Tbk. 
bersama dengan 9 yayasan ini terus berkoordinasi dalam perencanaan dan 







































       Yayasan Astra Honda Motor merupakan salah satu di antara 9 yayasan 
sosial mandiri di bawah naungan PT Astra International Tbk. yang didirikan 
tahun 1995. Yayasan Astra Honda Motor mempunyai misi mendukung 
kehidupan masyarakat di bidang pendidikan dan sosial melalui program 
pemberian beasiswa bagi siswa atau mahasiswa prasejahtera dan berprestasi 
serta pembangunan fasilitas pendukung untuk institusi pendidikan, program 
edukasi keselamatan di jalan untuk masyarakat, program pelestarian 
lingkungan hidup, serta kegiatan amal untuk berbagai aktivitas  sosial dan 
budaya, termasuk bencana alam. 
 
C. Pola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di 
Kelompok Usaha Bersama NUP  
 
1. Tahap-Tahap  Pemberdayaan 
     Adanya CSR dari PT Astra Honda Motor dianggap sebuah kesempatan 
bagi PRNU Desa Pacarpeluk untuk menggerakkan masyarakat, khususnya 
dalam bidang ekonomi. Dengan hal ini maka potensi yang ada pada 
masyarakat akan dikembangkan di berbagai jenis usaha. Dengan adanya 
kemitraan yang dijalankan, maka akan terjadi sinergi antara masyarakat 
jemaah dengan organisasi PRNU Desa Pacarpeluk sendiri, di mana organisasi 
tersebut memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola unit-unit 
usaha, dan masyarakat pengelola pun akan dapat berkhidmat secara nyata dan 
 
































merasakan kemanfaatan dari unit-unit usaha tersebut secara nyata. Pada 
akhirnya, diharapkan dengan adanya unit-unit usaha di KUB NUP ini akan 
mampu membantu meningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
khususnya dalam perekonomian. Juga bagi organisasi sendiri, adanya unit-
unit usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pemasukan organisasi 
sehingga untuk mengadakan sebuah kegiatan tidak terus menerus bergantung 
pada iuran anggota seperti yang sudah terjadi selama ini. 
       Pemberdayaan yang dilakukan di kelompok tersebut telah melewati 
beberapa tahap pemberdayaan, sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan 
       Perkenalan antara PT Astra Honda Motor dengan pengurus PRNU 
Desa Pacarpeluk berawal dari komunikasi online. Untuk melakukan 
verifikasi secara faktual, pihak PT Astra Honda Motor melakukan 
kunjungan pertama pada tanggal 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini, 
pihak PT Astra Honda Motor mendalami tentang kiprah PRNU Desa 
Pacarpeluk dalam pemberdayaan masyarakatnya melalui pengelolaan 
dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Hasil dari kunjungan pertama ini 
adalah kemitraan antara PRNU Desa Pacarpeluk dengan PT Astra Honda 
Motor dalam program desa sejahtera. Berdasar keterangan Agus Subagya 
salah satu staff Yayasan Astra Honda motor, program desa sejahtera ini 
 
































merupakan salah satu program CSR PT Astra Honda Motor dalam sektor 
pemberdayaan masyarakat.73  
       Selanjutnya Nine Adien selaku ketua PRNU Desa Pacarpeluk 
menjelaskan bahwa pihaknya memaknai program desa sejahtera ini 
adalah program pemberdayaan yang dominan dengan aspek ekonomi. 
Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk 
sebuah kelompok usaha bersama (KUB) dengan beberapa macam unit 
usaha di dalamnya.74 
b. Tahap assessment 
       Dalam menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat, 
terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi masalah serta potensi yang 
ada di daerah sasaran pemberdayaan. Dalam tahap ini, pihak PT Astra 
Honda Motor berkunjung ke Desa Pacarpeluk untuk meninjau langsung 
potensi yang ada. 
       Setelah dilakukan survey lapangan, kemudian dilakukan diskusi 
antara pihak Yayasan Astra Honda Motor bersama pengurus PRNU, 
pemerintah Desa Pacarpeluk, serta pihak dari Dinas Pertanian Kabupaten 
Jombang terkait dengan potensi desa yang akan dikembangkan sebagai 
implementasi CSR.75  
 
73 Agus Subagya, Wawancara, 30 Oktober 2019. 
74 Nine Adien, Wawancara, 8 September 2019. 
75 Nine Adien, Wawancara, 8 Maret 2020. 
 

































       Berdasarkan hasil survey dan diskusi, didapatkan bahwa Desa 
Pacarpeluk merupakan salah satu desa dengan potensi besar di bidang 
pertanian, khususnya pertanian semangka di musim kemarau. Namun, 
banyak lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya saat 
musim kemarau. Hal ini dikarenakan kurangnya modal untuk memulai 
usaha pertanian semangka. Hal ini merupakan latar belakang mengapa 
bidang pertanian semangka menjadi salah satu fokus utama program 
pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP. Selain dalam bidang 
pertanian, banyak masyarakat Desa Pacarpeluk yang menekuni usaha 
bidang peternakan kambing, namun ada dari beberapa mereka yang 
kekurangan modal sehingga seringkali membiarkan kandang yang 
dimilikinya kosong. Dalam bidang kemitraan UKM, di Desa Pacarpeluk 
juga banyak masyarakat yang memiliki usaha, namun masih memiliki 
kemasan plastik biasa, sehingga dibutuhkan kemasan yang modern untuk 
lebih menarik konsumen. Dalam usaha barbershop, ini merupakan saran 
dari pihak perusahaan untuk membuatkan usaha khusus bagi para pemuda 
desa setempat.  
c. Tahap perencanaan alternatif program 
       Setelah mengetahui permasalahan serta potensi yang akan 
dikembangkan di daerah sasaran pemberdayaan, perencanaan alternatif 
program menjadi tahap selanjutnya dalam proses pemberdayaan. Dalam 
 
































tahap ini, masyarakat diharapkan dapat menciptakan alternatif program 
berdasarkan identifikasi masalah serta potensi yang ada. Berdasarkan 
hasil diskusi antara pihak PRNU Desa Pacarpeluk, PT Astra Honda 
Motor, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dan perwakilan 
pemerintah Desa Pacarpeluk, dihasilkan beberapa program 
pemberdayaan sebagai implementasi CSR, diantaranya adalah unit usaha 
pertanian semangka, peternakan yang diberi nama kampung domba, 
kemitraan dengan UKM, persewaan scaffolding, serta jasa barbershop. 
Unit-unit usaha ini kemudian diresmikan dalam sebuah lembaga koperasi, 
yakni Koperasi Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama NU Pacarpeluk 
(KSU KUB NUP). 
d. Tahap formulasi rencana aksi 
       Terdapat beberapa program unit-unit usaha yang akan dijalankan, 
diantaranya kemitraan pertanian, peternakan, UKM, jasa barbershop 
serta kelembagaan koperasi. Dalam hal ini, kemitraan pertanian menjadi 
program pertama yang diprioritaskan. Setelah kemitraan pertanian 
berjalan beberapa bulan, program kemitraan peternakan serta kemitraan 
UKM mulai dilaksanakan. Kelompok ini juga membeli 10 unit 
scaffolding untuk disewakan. Proses peresmian KUB menjadi Koperasi 
Serba Usaha (KSU) juga dilakukan di tahun pertama, yakni 2018. 
Sementara unit usaha jasa barbershop baru dilaksanakan di tahun 
berikutnya. 
 
































e. Tahap pelaksanaan 
       Program pertama yang dijalankan sebagai implementasi CSR adalah 
program pertanian. Tanggal 18 Agustus 2018 merupakan awal dari 
program implementasi CSR dijalankan. Kunjungan pendampingan 
program oleh pihak PT Astra Honda Motor dilaksanakan pada tanggal 30 
Agustus 2018. Dalam kunjungan ini, pihak PT Astra Honda Motor 
meninjau langsung lokasi pertanian semangka yang merupakan salah satu 
unit usaha implementasi CSR. Kunjungan pembinaan kedua dilakukan di 
tanggal 19 Desember 2018. Dalam kunjungan ini juga dilakukan 
peresmian Koperasi Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama (KSU KUB) 
NUP Desa Pacarpeluk. Selain unit usaha pertanian, KSU KUB NUP Desa 
Pacarpeluk juga melakukan usaha lain berbasis kemitraan di bidang 
peternakan, UKM, juga jasa barbershop. Sebelum itu, masyarakat 
mendapatkan tiga kali pelatihan. Diantaranya adalah pelatihan 
pemanfaatan koperasi dalam penerapan corporate farming yang diisi oleh 
perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, pelatihan pengemasan 
dan pemasaran poduk serta penyuluhan pendirian koperasi yang diisi oleh 
perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, serta 
pelatihan budidaya pisang yang diisi oleh Kepala Desa Pacarpeluk. Untuk 
unit usaha barbershop, sebelum menjalankan usaha tersebut pengelola 
juga mendapatkan pelatihan dari Ken Barbershop yang ada di wilayah 
Jombang kota. Unit usaha pertanian, peternakan, serta barbershop 
 
































tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan 
mitra pengelola, dimana KUB menanggung penuh biaya yang diperlukan, 
dan pihak mitra bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing unit 
usaha. Sementara dalam kemitraan UKM, pihak KUB memfasilitasinya 
dalam pengadaan kemasan dan pemasaran. 
f. Tahap evaluasi 
       Evaluasi berkala dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara 
mewajibkan pihak penerima CSR untuk mengirimkan laporan setiap tiga 
bulan sekali. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi program di setiap 
semester. Sementara itu, evaluasi bersama anggota KUB NUP 
dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, secara 
tidak langsung, evaluasi program juga dilaksanakan oleh ketua KUB 
NUP bersama masing-masing pengelola unit usaha di setiap berjalannya 
program tersebut.  
  
 
































       Tahap-tahap pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP secara ringkas 
digambarkan dalam skema berikut ini : 
Skema 3.1 











potensi yang ada di 
lokasi sasaran 
pemberdayaan; 





Sumber: data diolah, 2020. 
PELAKSANAAN 
1. Program pertanian 
dijalankan pertama 
kali, disusul dengan 
program-program lain 
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2. Dilakukan diskusi 
oleh pihak 
perusahaan, ketua 





1. Evaluasi berkala 
oleh ketua dan 
mitra; 
2. Evaluasi tahunan 
oleh seluruh 
anggota saat RAT; 
3. Laporan berkala 
tiap 3 bulan 
kepada pihak 
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2. Pendekatan Pemberdayaan 
       Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pola pendekatan yang 
tepat sangat diperlukan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus terarah, 
dalam arti program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat. Selain itu, pola pendekatan pemberdayaan dapat dilihat dari 
bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan, mulai 
dari identifikasi permasalahan, perencanaan program, hingga pelaksanaan.  
       Dari penjelasan yang terkait dengan tahap-tahap pemberdayaan, dapat 
diketahui bahwa setiap tahap telah dilakukan dalam pemberdayaan di KUB 
NUP untuk menentukan program yang tepat bagi masyarakat. Namun dalam 
penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di tahap persiapan, assessment, 
serta perencanaan alternatif program hanya diikuti oleh ketua PRNU Desa 
Pacarpeluk, perwakilan Dinas Pertanian, serta perwakilan dari PT Astra 
Honda Motor. Pihak ketua KUB NUP menjelaskan bahwa program-program 
yang dibuat adalah inisiatifnya yang kemudian didiskusikan dengan beberapa 
pihak tersebut. Dalam hal ini, anggota lain lebih banyak menyetujui saja.76 
       Berdasar keterangan para pengelola usaha saat dilakukan wawancara, dari 
mitra pengelola peternakan, barbershop  ̧serta mitra UKM tidak mengetahui 
bagaimana alur masuk CSR juga proses persiapan hingga perencanaan 
alternatif program. Mereka mengetahuinya ketika ditawarkan kerjasama 
 
76 Nine Adien, Wawancara, 8 Maret 2020. 
 
































kemitraan dengan KUB NUP untuk mengelola usaha yang ada. Sementara itu, 
dua narasumber lain yakni anggota umum KUB NUP beserta mitra pengelola 
pertanian mengetahui alur masuk CSR pada awalnya, karena mereka juga 
tergabung dalam kepengurusan PRNU Desa Pacarpeluk. 
       Sehingga dalam proses pemberdayaan ini, masyarakat umum turut 
terlibat aktif dalam proses pelaksanaan hingga evaluasi saja, tanpa ikut 
merumuskan program. 
3. Keanggotaan 
       KUB NUP memiliki anggota sebanyak 29 orang yang berasal dari Desa 
Pacarpeluk sendiri. Susunan kepengurusan diantaranya adalah pengawas, 
ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota umum. Berdasarkan keterangan 
oleh ketua kelompok pada saat dilakukan wawancara, ia menjelasan bahwa 
kelompok ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi anggota 
juga mitra. Namun untuk mitra, dikarenakan sulitnya mencari orang yang 
benar-benar berkomitmen dalam kemitraan, maka kemitraan langsung 
ditawarkan kepada beberapa orang yang dipercayai.77 
        Dari 29 anggota tersebut hanya beberapa saja yang aktif dalam 
pengelolaan usaha ekonomi produktif implementasi CSR, karena memang 
usaha yang dimiliki oleh KUB NUP ini adalah usaha berbasis kemitraan. 
 
77 Nine Adien, Wawancara, 1 Februari 2020. 
 
































Sehingga baik usaha pertanian, peternakan, barbershop, serta UKM dikelola 
masing-masing satu mitra pengelola. 
       Para mitra pengelola menyebutkan bahwa dalam proses berjalannya 
program, mereka hanya melakukan diskusi serta pemantauan usaha hanya 
dengan ketua KUB.78 Dalam hal ini ketua biasa meninjau langsung lokasi unit 
usaha yang atau mendiskusikan terkait perkembangan usaha dengan masing-
masing mitra pengelola.79 Berdasar keterangan anggota umum KUB NUP, 
evaluasi bersama seluruh anggota hanya dilakukan pada saat Rapat Anggota 
Tahunan (RAT).80 Dalam hal ini ketua KUB NUP juga menjelaskan bahwa 
selain para mitra pengelola usaha, anggota lain masih cenderung pasif dalam 
pelaksanaan KUB NUP.81  
       Meskipun demikian, pengelolaan administrasi serta keuangan telah 
dilakukan secara rutin, karena hal tersebut juga digunakan sebagai laporan 
pertanggung jawaban kepada perusahaan pemberi dana CSR.82 
4. Bantuan yang Diterima 
       KUB NUP merupakan hasil kemitraan antara PRNU Desa Pacarpeluk 
dengan Yayasan Astra Honda Motor. Kelompok ini menerima bantuan dari 
pihak perusahaan setelah dilakukannya pengajuan proposal seleksi 
 
78 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
79 Galuh Ramadhan, Wawancara, 19 Januari 2020. 
80 Fathoni, Wawancara, 19 Januari 2020. 
81 Nine Adien, Wawancara, 25 Oktober 2019. 
82 Ibid. 
 
































penerimaan CSR serta dilakukannya verifikasi faktual di lapangan. Setelah 
menerima konfirmasi bahwa mereka terpilih menjadi penerima dana CSR, 
mereka diwajibkan untuk membuka rekening guna mempermudah proses 
penerimaan dana. Menurut ketua kelompok ini, prosedur penerimaan dana 
CSR tersebut tergolong mudah dan sangat dimudahkan. Bantuan yang 
diterima yakni dana sebesar Rp. 125.000.000,-. Dana tersebut diberikan secara 
periodik yakni 50% di tahap pertama, 30% di tahap ke-dua, dan 20% di tahap 
ke-tiga dengan jangka waktu empat bulan dari pemberian awal ke pemberian 
dana berikutnya.83  
Bantuan berupa dana ini dipandang telah sesuai, karena dengan ini 
pengelola juga diberi kebebasan untuk memilih usaha ekonomi produktif apa 
yang tepat untuk dilaksanakan.84 Berdasarkan hal itu, dana yang diberikan 
lebih mudah untuk dikelola dan digulirkan ke berbagai unit usaha yang ada.     
5. Pendampingan 
       Dalam proses pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, pendamping 
dari pihak perusahaan adalah staff dari Yayasan Astra Honda Motor. 
Sementara penanggung jawab yang ditunjuk sebagai penggerak program di 
kelompok ini adalah Nine Adien yang juga merupakan ketua dari kelompok 
usaha tersebut. Kunjungan pertama pihak perusahaan dilakukan untuk 
meninjau secara langsung daerah yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. 
 
83 Nine Adien, Wawancara, 25 Oktober 2019. 
84 Ibid. 
 
































Dalam hal ini, pihak perusahaan bersama penanggung jawab program di 
kelompok tersebut melakukan identifikasi potensi daerah untuk menentukan 
program-program yang tepat sebagai implementasi CSR. Namun dalam hal 
ini masyarakat masih belum terlibat secara langsung. Kunjungan selanjutnya 
dilakukan perusahaan saat peninjauan lokasi usaha serta pendampingan 
program, serta saat pengesahan kelembagaan Koperasi Serba Usaha 
Kelompok Usaha Bersama (KSU KUB). 
       Meskipun kunjungan pendampingan oleh perusahaan hanya dilakukan 
tiga kali, namun dalam hal ini ditunjuk penanggung jawab dari warga desa 
tersebut sebagai penggerak program. Langkah awal yang diambil oleh 
penggerak program yang dalam hal ini adalah ketua KUB, yakni dengan 
melakukan sosialisasi kepada beberapa masyarakat, serta mencari mitra yang 
sesuai dengan bidang unit usaha yang akan dikelola. Sosialisasi dilakukan saat 
pertemuan PRNU Desa Pacarpeluk. Sementara dalam hal ini kemitraan 
ditawarkan secara langsung kepada beberapa orang yang dianggap mampu 
menjalankan dan mendukung program tersebut.  
       Sebelum program-program dilaksanakan, beberapa pelatihan terkait 
dengan usaha yang akan dijalankan telah dilakukan oleh kelompok ini. Dalam 
hal ini pihak penanggung jawab program mendatangkan narasumber dari 
Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. 
Dalam usaha barbershop, pelatihan dilakukan dengan bekerja sama dengan 
barbershop yang ada di kota. Beberapa pelatihan tersebut dilakukan untuk 
 
































meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat yang akan 
menjalankan program-program pemberdayaan.  
     Dalam melakukan monitoring dan evaluasi usaha, pihak penanggung 
jawab program akan melakukan kunjungan langsung ke tiap lokasi usaha yang 
ada. Juga untuk pemasaran, pihak penanggung jawab program telah 
membantu memasarkan produk-produk kelompok ini, baik melalui jalur 
online maupun offline.85  
6. Kebebasan yang Diberikan 
        Dalam hal ini, kebebasan berkaitan dengan kebebasan dalam 
pembentukan kelompok, penentuan usaha kelompok, serta pengelolaan usaha 
kelompok. Dalam pembentukan KUB NUP, mulai dari tahap persiapan, 
identifikasi kebutuhan dan potensi, hingga perencanaan alternatif program, 
hanya diikuti oleh beberapa pihak tertentu yakni pihak perusahaan, pihak 
penanggung jawab program dari daerah sasaran, pihak pemerintah daerah dan 
pihak Dinas Pertanian setempat. Masyarakat umum tidak terlibat dalam proses 
ini. Meskipun demikian, dalam penentuan usaha sebenarnya masyarakat 
diberi kebebasan untuk memilih jenis usaha apa yang akan dijalankan.86 
       Dalam mekanisme pengelolaan usaha, mitra pengelola juga diberi 
kebebasan dalam mengelola usaha tersebut.87  
 
85 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
86 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
87 Ibid. 
 
































D. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor 
di Kelompok Usaha Bersama NUP 
       Dengan adanya bantuan dana CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP, 
tentunya membawa dampak yang baik bagi masyarakat setempat khususnya para 
anggotanya. Ketua KUB NUP menjelaskan bahwa dengan adanya CSR  ini, 
tingkat produktivitas ekonomi Desa Pacarpeluk makin meningkat. Hal ini ditandai 
oleh bergeraknya berbagai ekonomi bidang pertanian, perdagangan dan UKM.88 
       Dalam bidang pertanian, Desa Pacarpeluk memang menjadi sentra pertanian 
semangka saat musim kemarau, namun karena modal yang dibutuhkan cukup 
banyak, sehingga beberapa petani terkadang tidak menanami lahannya secara 
penuh. Tambahan modal serta adanya usaha berbasis kemitraan di bidang 
pertanian membawa dampak positif bagi mitra pengelola.  
Bagi Fathoni, mitra pengelola usaha pertanian, adanya kemitraan pertanian 
tersebut sangat membantu dalam menambah penghasilannya, karena di tahun ke 
dua saat ia bermitra dengan KUB NUP, usaha pertanian pribadi miliknya 
mengalami kerugian. Sehingga dengan adanya kemitraan bersama KUB, ia tetap 
mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. 
Unit usaha peternakan domba dipilih karena masyarakat di daerah tersebut 
banyak yang memelihara domba untuk menambah penghasilan, disamping 
pekerjaan utamanya. Termasuk Ahmad, mitra pengelola unit usaha peternakan 
 
88 Nine Adien, Wawancara, 6 Mei 2020. 
 
































domba yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Pihak pengelola sebelumnya 
sudah berpengalaman dalam mengelola domba di kota lain, namun karena 
keterbatasan modal sehingga pengelola tidak mempunyai peliharaan dan 
kandangnya sering kosong. Sehingga adanya kemitraan dengan KUB ini 
membawa dampak tersendiri bagi pihak pengelola.  
       Bagi Ahmad yang mengelola unit usaha peternakan, adanya program ini dapat 
membantunya menambah penghasilan di samping penghasilan dari pekerjaan 
utamanya sebagai tukang bangunan. Selain itu, dengan adanya kemitraan kampung 
domba ini juga sebagai tambahan pengalaman dalam bidang peternakan, karena 
sebelumnya ia juga pernah bekerja di bidang peternakan saat masih tinggal di Kota 
Malang.89  
       Unit usaha barbershop diadakan untuk menjawab tantangan dari pihak 
pemberi CSR untuk membuat unit usaha khusus pemuda desa. Galuh merupakan 
salah satu pemuda desa setempat yang juga mitra pengelola unit usaha barbershop 
tersebut. Dengan adanya usaha ini, dampak bagi pengelola adalah menambah 
kegiatan, pengalaman, dan juga penghasilan.90  
 Dari ketiga unit usaha tersebut, mitra pengelola mendapatkan bagi hasil dari 
pengelolaan usaha. Berikut tabel persentase dan jumlah bagi hasil di KUB NUP 
tahun 2019 : 
Tabel  3.3 
 
89 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
90 Galuh Ramadhan, Wawancara, 19 Januari 2020. 
 
































Bagi Hasil di KUB NUP Tahun 2019 
NO Unit Usaha 




KUB Mitra Pengelola 
1 Pertanian 50 % 50 % Rp. 3.750.000,- Rp. 3.750.000,- 
2 Peternakan 75 % 25 % Rp. 18.000.000,- Rp. 2.500.000,- 
3 Barbershop 50 % 50 % Rp. 372.000,- Rp. 372.000,- 
Sumber : data diolah, 2020. 
       Sementara itu, dalam unit usaha kemitraan UKM, dijalankan kemitraan dalam 
pengadaan kemasan, serta pemasaran. Dalam hal ini mitra KUB NUP adalah UKM 
UD Khinza Mulia dengan produk keripik pisang. Alasan dibentuknya program 
kemitraan UKM sebagai implementasi CSR adalah karena produk UKM masih 
menggunakan kemasan plastik biasa yang sederhana. Dengan kemitraan ini KUB 
NUP mengupayakan dan membiayai desain dan cetak kemasannya, untuk 
kemudian dijual ke pelaku UKM seharga Rp. 300,- per kemasan. 
      Bagi mitra UKM  yakni UD Khinza Mulia, dengan adanya kerjasama dalam 
hal kemasan ini cukup membantunya. Selain karena kemasan baru produk menjadi 
lebih menarik, juga karena sistem pembayaran kemasan yang hanya dibayarkan 
saat ada produk yang laku. Hal ini bisa meringankan pelaku UKM, karena jika 
memesan kemasan sendiri, harus pesan dengan jumlah minimal 1000 kemasan 
yang biayanya juga cukup besar.91 Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra 
UKM, adanya kemasan baru meningkatkan pendapatannya hingga 20%, yang pada 
awalnya Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,- per bulan meningkat menjadi 
 
91 Azizah, Wawancara, 11 Januari 2020. 
 
































Rp. 12.000.000,- hingga 18.000.000,- per bulan.92 Namun, kerjasama dalam hal 
pemasaran penjualan produk kurang berdampak, dikarenakan UKM ini juga sudah 
mempunyai pasar sendiri yang lebih laku.93 






































E. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pola Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP 
 
       Dalam etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam 
melakukan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesatuan (unity), 
keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab 
(responsibility), dan kebenaran : kebajikan dan kejujuran.94 Berikut adalah 
penerapannya pada pola pemberdayaan di KUB NUP Desa Pacarpeluk : 
1. Kesatuan (unity) 
       Prinsip kesatuan (unity) atau biasa disebut dengan tauhid menjelaskan 
bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis, harus ada keterpaduan seluruh 
bidang kehidupan, baik agama, sosial, dan politik. Sehingga aspek vertikal 
dan horizontal menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan penting dalam 
Islam.  
       Dalam proses pemberdayaan di KUB NUP, terjadi sinergi antara 
organisasi PRNU Desa Pacarpeluk dengan masyarakat. Usaha yang 
dijalankan juga disesuaikan dengan potensi sumber daya alam juga sumber 
daya manusia yang ada di daerah tersebut. Ketua KUB NUP menjelaskan 
bahwa dengan adanya kelompok ini, organisasi dapat memberikan 
kepercayaan kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat bisa khidmat 
 
94 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
 
































nyata pada PRNU, melalui kerjasama pengelolaan unit usaha ekonomi 
produktif dengan prinsip bagi hasil. Sehingga jamaah mendapat tambahan 
pendapatan, dan organisasi juga mendapat pemasukan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kemandirian dan tidak hanya bergantung pada iuran. Hal 
itulah yang menjadi prinsip dan tujuan adanya KUB NUP. 95  
2. Keseimbangan (equilibrium) 
        Dalam konteks bisnis, keseimbangan menjelaskan bahwa sebuah bisnis 
harus dijalankan dengan menerapkan nilai keadilan dan menghindari praktik 
bisnis yang dilarang dalam Al-Qur’an. 
       KUB NUP dalam proses pemberdayaan masyarakatnya, berusaha untuk 
menghindari praktik-praktik bisnis yang dilarang oleh ajaran agama dan bisa 
merugikan kelompok secara pribadi dan mitra-mitranya atau masyarakat 
secara umum. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan 
usaha dalam kelompok ini adalah dengan penerapan prinsip bagi hasil dengan 
para mitra.96 Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama disepakati di awal 
saat KUB NUP akan menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. 
Pembagian keuntungan antara KUB NUP dengan para mitra mempunyai 
persentase yang berbeda di tiap unit usaha. Dalam hal ini KUB NUP akan 
membiayai penuh dan pengelolaan diserahkan pada masyarakat yang menjadi 
mitra.     
 
95 Nine Adien, Wawancara, 08 September 2018. 
96 Ibid. 
 
































3. Kehendak bebas (free will) 
       Prinsip kehendak bebas menjelaskan bahwa pelaku bisnis menjalankan 
bisnis tanpa adanya paksaan dari luar. Kepentingan individu dibuka lebar. 
Tidak ada batas pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif 
berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.   
       Dalam proses pemberdayaan masyarakat di KUB NU Desa Pacarpeluk 
masyarakat tidak mengikuti proses penentuan jenis usaha yang akan 
dijalankan. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka diberi kebebasan jika 
ingin menjalankan unit usaha mandiri lain dan ingin bekerjasama dengan 
KUB.97 Dalam mekanisme pengelolaan usaha, mereka juga diberi hak penuh 
untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan kreatifitasnya.98 
4. Tanggung jawab (responsibility) 
       Prinsip tanggung jawab menjelaskan bahwa pelaku bisnis harus mampu 
bertanggung jawab pada setiap tindakannya. Prinsip ini berkaitan erat dengan 
prinsip kehendak bebas, dijelaskan bahwa meskipun kebebasan diberikan, 
namun tetap ada batas-batas dari kebebasan yakni dengan tidak melakukan apa 
yang dilarang oleh Islam. 
       Dalam proses pemberdayaan masyarakatnya, meskipun KUB NUP diberi 
kebebasan oleh perusahaan untuk mengelola dana dalam berbagai bentuk unit 
 
97 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
98 Ibid. 
 
































usaha produktif, KUB NUP tetap bertanggung jawab untuk melakukan 
pelaporan setiap tiga bulan sekali terkait progres program yang ada.99 
       Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab dalam kelompok ini juga 
dapat dilihat dari komitmen tiap-tiap masyarakat dalam menjalankan program. 
Menurut hasil wawancara dengan ketua KUB NUP, untuk masyarakat mitra, 
meskipun ia diberi kebebasan dalam pengelolaan, namun mitra usaha terlihat 
aktif dan tidak bekerja dengan seenaknya sendiri.100 Namun, dari anggota KUB 
secara keseluruhan, masih banyak yang cenderung pasif.101 Hal ini juga 
dijelaskan oleh para mitra pengelola bahwa mereka melakukan diskusi dan 
pemantauan rutin saat berjalannya program hanya dengan ketua KUB saja.102 
Sementara evaluasi bersama hanya dilakukan saat Rapat Anggota Tahunan 
(RAT). 103 
       Sementara itu, tanggung jawab internal dalam KUB NUP dilaksanakan 
dengan adanya pengelolaan administrasi serta keuangan yang dilakukan oleh 
kelompok, juga tentang pembagian hasil dengan para mitra juga anggota 
kelompok. Sedangkan tanggung jawab eksternal berkaitan dengan sosialisasi 
yang dilakukan, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, serta pembukaan 
lapangan kerja. Dalam proses awal pemberdayaan, sosialisasi dan pelatihan 
 
99 Agus Subagya, Wawancara, 30 Oktober 2019 
100 Nine Adien, Wawancara, 1 Februari 2020. 
101 Ibid. 




































telah dilakukan, namun hanya tiga kali pelatihan. Dan menurut hasil 
wawancara dengan para mitra, mitra pengelola usaha pertanian, peternakan, 
dan UKM tidak mengikuti proses pelatihan tersebut. Sedangkan mitra 
pengelola usaha barbershop mengikuti pelatihan namun tidak mengikutinya 
secara keseluruhan. Dalam hal pembukaan lapangan kerja, kelompok ini telah 
melakukan pembukaan lapangan kerja bagi para mitra pengelola. 
5. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran 
       Kebajikan menjelaskan bahwa pelaku bisnis harus mampu memberi 
kebaikan bagi orang lain. Dalam hal ini KUB NUP telah membawa manfaat 
bagi masyarakat khususnya mitra pengelola usaha dan para anggota kelompok. 
Hal ini terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya program-
program pemberdayaan di KUB NUP tersebut. Bentuk kebajikan yang lain 
adalah pemberian kelonggaran jangka waktu pengembalian pinjaman saat 
anggota tidak bisa mengembalikannya tepat waktu karena ada permasalahan 
tertentu.104 Dan juga ketika usaha anggota mengalami kerugian, mereka tidak 
perlu memberikan margin kepada KUB NUP.105 
       Prinsip kejujuran diterapkan oleh KUB NUP saat mengelola modal CSR. 
Dalam hal ini, meraka selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam 
mengalokasikan dana yang ada. Hal ini terlihat dari pemisahan dana CSR 
dengan dana simpanan anggota. Dana CSR khusus dialokasikan untuk usaha 
 
104 Nine Adien, Wawancara, 1 Februari 2020. 
105 Fathoni, Wawancara, 19 Januari 2020. 
 
































ekonomi produktif berbasis kemitraan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. 
Sedangkan untuk pembiayaan atau pinjaman anggota, hanya diambilkan dari 
dana simpanan anggota.106 Selain itu, pengajuan pembiayaan juga hanya 
dilakukan untuk pinjaman usaha anggota.107 
       Dalam operasional unit usahanya, KUB NUP menerapkan prinsip 
kejujuran saat penentuan harga. Harga yang diambil telah disesuaikan dengan 
kualitas barang yang ada, serta didasarkan pertimbangan harga pasar, dan jika 
ada barang yang cacat maka kelompok ini akan menjualnya dengan harga di 
bawah rata-rata harga pasar.108 
 
106 Nine Adien, Wawancara, 1 Februari 2020. 
107 Fathoni, Wawancara, 19 Januari 2020. 
108 Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020. 
 


































PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR PT ASTRA HONDA 
MOTOR DI KELOMPOK USAHA BERSAMA NUP PERSPEKTIF ETIKA 
BISNIS ISLAM 
 
A. Pola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di 
KUB NUP 
Skema 4.1 
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Sumber : data diolah, 2020. 
 

































       Menurut Ross, terdapat tiga macam pola pendekatan pemberdayaan. Hal ini 
dapat dibedakan berdasarkan partisipasi masyarakat di setiap tahap-tahap 
pemberdayaan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Single function approach 
menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak melibatkan masyarakat dalam setiap 
tahap pemberdayaan, dengan kata lain masyarakat hanya sebagai penerima 
program jadi.109 Multiple Approach menjelaskan bahwa pola pendekatan ini 
melibatkan masyarakat dalam pelaksanannya saja, dalam arti bahwa tahap awal 
pemberdayaan seperti identifikasi masalah dan perencanaan program dibantu oleh 
pihak luar.110 Inner resources approach menjelaskan bahwa masyarakat ikut 
berpartisipasi di setiap tahap pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga 
pelaksanaan.111 
       Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa dalam proses awal 
pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP, masyarakat tidak ikut 
berpartisipasi, baik tahap persiapan, persiapan, assessment, perencanaan alternatif 
program, serta formulasi rencana aksi. Tahap awal tersebut hanya dilakukan oleh 
beberapa pihak tertentu, yakni ketua KUB, perwakilan Dinas Pertanian, 
perwakilan pemerintah Desa Pacarpeluk, serta perwakilan dari pihak  Yayasan 
Astra Honda Motor. Padahal Ross menjelaskan dalam pola inner resources 
approach bahwa partisipasi masyarakat di awal proses identifikasi masalah sampai 
 





































dengan pemecahan masalah juga sangat penting. Karena masyarakat akan menjadi 
mandiri dan peduli dengan lingkungannya sendiri. Namun dalam pemberdayaan 
di KUB NUP, masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam tahap awal tersebut, 
melainkan hanya berpartisipasi di tahap pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini 
menyebabkan masyarakat akan merasa asing dengan permasalahan yang dihadapi 
serta proses pemecahannya. Menurut teori pola pendekatan yang diungkapkan 
oleh Ross, maka dalam hal ini pola pendekatan pemberdayaan yang ada di KUB 
NUP merupakan pola multiple approach yaitu pola pendekatan pemberdayaan 
yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanannya saja, karena proses identifikasi 
masalah dan perencanaan program bantu oleh pihak luar atau fasilitator. 
       Dalam pelaksanaan usahanya, KUB NUP menerapkan pola kemitraan dengan 
prinsip bagi hasil dengan para mitra pengelola. Masing-masing unit usaha dikelola 
oleh satu orang mitra. Hal ini menyebabkan para anggota lain cenderung pasif 
dalam kegiatan pengelolaan unit usaha, karena pemantauan usaha pun hanya 
dilakukan oleh ketua KUB dan masing-masing mitra pengelola. Sementara 
evaluasi bersama dilakukan setahun sekali saat RAT. 
       Hal ini berbeda dengan pola yang dilakukan KUB Alkesa Lestari Jakarta 
Selatan. Dalam pola pemberdayaannya, KUB Alkesa Lestari mempunyai satu jenis 
unit usaha yakni pembuatan keripik singkong. Namun seluruh anggota dibina dan 
dianjurkan untuk membuat produk ini, untuk selanjutnya dipasarkan sebagai 
produk unggulan KUB Alkesa Lestari. Sehingga hal ini membuat seluruh anggota 
KUB turut berpartisipasi aktif serta merasakan dampak positif berupa peningkatan 
 

































pendapatan.112 Pola pemberdayaan di KUB NUP juga berbeda dengan pola 
pemberdayaan di KUB Srikandi Yogyakarta. Di KUB Srikandi, terdapat beberapa 
program, seperti budidaya jamur yang pengelolaannya dilakukan bergiliran oleh 
anggota.  Kemudian hasil penjualan jamur ini dibagi rata untuk setiap anggota. 
Program lain yakni pembuatan manisan pepaya kering, hiasan bunga plastik, juga 
vas bunga.113  
  
 
112 Nur Syamsiyah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 
Alkesa Lestari RW. 003 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
2017), 48. 
113 Febriana Permata Ika, “Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
Srikandi Di Dusun Gamol, Desa Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta” (Skripsi—Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2015), 92. 
 

































B. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR di Kelompok Usaha 
Bersama NUP 
Skema 4.2\\ 
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Sumber : data diolah, 2020. 
       Dari skema di atas dapat diketahui bahwa dampak dari pemberdayaan di KUB 
NUP adalah meningkatnya pendapatan mitra dan anggota. Karena dengan 
kemitraan pertanian, peternakan, dan barbershop mereka mendapatkan bagi hasil, 
kemitraan UKM mendapatkan kemasan produk yang lebih menarik dan pada 
akhirnya meningkatkan hasil penjualan, dan anggota umum koperasi mendapatkan 
pembiayaan modal dan juga menerima sisa hasil usaha kelompok. 
 

































C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pola Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis CSR di Kelompok Usaha Bersama NUP 
Skema 4.3 









































Sumber : data diolah, 2020. 
 

































       Dari skema diatas, dapat diketahui bahwa prinsip kesatuan telah diterapkan 
KUB NUP, terlihat dari adanya unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi daerah, 
juga dari tujuan utama adanya kelompok ini adalah untuk saling memberi manfaat 
antara organisasi dengan masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan konsep kesatuan 
yang menjelaskan bahwa bisnis harus mampu mengintegrasikan seluruh bidang 
kehidupan, dan bisnis merupakan amanah dari Allah SWT sehingga terkandung 
kewajiban-kewajiban sosial di dalamnya.114 
       Prinsip keseimbangan telah diterapkan terlihat dari disepakatinya akad 
kontrak mudharabah (100% project financing) di awal antara KUB NUP dengan 
para mitra pengelola. Dalam hal ini, KUB NUP menanggung keseluruhan biaya 
yang dibutuhkan, dan mitra bertanggung jawab penuh akan pengelolaan usaha. Di 
akhir periode program, mereka akan membagi hasil penjualan sesuai dengan 
persentase yang disepakati. Praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip 
keseimbangan yang menjelaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus 
ditentang, dan adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus ditempatkan 
sebagaimana mestinya. Kedudukan dan tanggung jawab pelaku bisnis dapat 
dibangun melalui akad mudharabah atau musyarakah yang meninggalkan tradisi 
riba.115 
 
114 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
115 Eva Iryani, “Falsafah Etika Bisnis,… 116. 
 

































       Prinsip kehendak bebas telah diterapkan terlihat dari kebebasan para mitra 
dalam mekanisme pengelolaan unit usaha bersama. Serta kebebasan para anggota 
jika ingin menjalankan unit usaha mandiri dan mengajukan kerjasama dengan 
KUB NUP. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas yang menjelaskan 
bahwa pelaku bisnis bertindak tanpa ada paksaan dari luar, dan dalam hal ini 
kebebasan individu dibuka lebar.116  
       Meskipun pada dasarnya kebebasan diberikan, namun tetap dalam batas-batas 
yang diperbolehkan oleh Islam. Dalam hal ini setiap kebebasan yang diberikan 
pasti ada pertanggung jawabannya.117 Prinsip tanggung jawab belum diterapkan 
sepenuhnya oleh KUB NUP. Hal ini terlihat dari komitmen para anggota umum 
yang masih cenderung pasif dalam partisipasinya, sehingga kerjasama dan 
kebersamaan masih belum terlihat dalam kelompok. Juga dalam tanggung jawab 
eksternal pada masyarakat, pelatihan telah dilakukan namun hanya tiga kali di 
awal saja, dan tiga mitra pengelola tidak mengikutinya, sehingga pelatihan yang 
diadakan masih kurang efektif. Meskipun demikian, tanggung jawab pembagian 
hasil, pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelaporan kepada perusahaan telah 
dilakukan. 
      Prinsip kebajikan telah dilaksanakan terlihat dari dampak positif dari adanya 
KUB NUP bagi masyarakat setempat khususnya mitra dan anggota. Hal ini telah 
 
116 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif …, 46. 
117 Ibid. 
 

































sesuai dengan konsep etika bisnis Islam kebajikan yang menjelaskan bahwa 
adanya bisnis harus mampu membawa manfaat bagi orang lain.118 Sementara 
prinsip kejujuran telah diterapkan dalam kehati-hatian pengelolaan dana CSR, juga 
pada saat penjualan, yakni harga jual yang disesuaikan dengan kualitas barang. 
D. Hasil Temuan 
       Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, permasalahan utama 
yang ada dalam pola pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP adalah masyarakat 
kurang berpartisipasi secara aktif dalam proses pemberdayaan. Pada tahap awal 
pemberdayaan yakni penentuan program pemberdayaan atau penentuan jenis 
usaha, masyarakat tidak dilibatkan untuk mengidentifikasi permasalahan serta 
kebutuhannya. Menurut keterangan beberapa mitra pengelola usaha, mereka 
langsung mendapatkan tawaran untuk mengelola usaha yang ditentukan dan tidak 
mengetahui bagaimana proses masuk CSR serta proses penentuan program 
pemberdayaan berbasis CSR. Meskipun pada akhirnya, mitra pengelola usaha 
tersebut menjelaskan bahwa unit usaha pemberdayaan yang dipilih telah sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Selain itu, dalam pengelolaan unit 
usaha, mitra pengelola hanya melakukan koordinasi dengan ketua kelompok saja. 
Anggota lain terkesan pasif dalam hal ini. Bahkan selain usaha yang dikelolanya, 
beberapa mitra pengelola tidak mengetahui adanya usaha lain yang dijalankan oleh 





































meninjau serta mengevaluasi jalannya program dengan mengunjungi langsung 
lokasi usaha dan melakukan diskusi dengan tiap pihak mitra, sehingga sampai saat 
ini program-program pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP tersebut dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
 




































       Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, kesimpulan dari 
pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP 
adalah : pola pendekatan yang digunakan yaitu multiple approach, yakni 
pemecahan masalah dan perumusan program dibantu oleh pihak luar, dan 
masyarakat hanya sebagai pelaksananya saja.  Sementara pola pelaksanaan KUB 
yaitu dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat sebagai pengelola usaha 
serta menggunakan prinsip bagi hasil. 
       Dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di 
KUB NUP adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, khususnya para mitra 
dan anggota. Hal ini karena mereka mendapatkan pembiayaan modal usaha, bagi 
hasil, juga pembagian sisa hasil usaha. 
       Prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan diantaranya adalah : kesatuan, 
keseimbangan, kehendak bebas, serta kebenaran : kebajikan dan kejujuran. 
Sedangkan prinsip yang belum diterapkan secara keseluruhan adalah prinsip 
tanggung jawab, karena anggota umum yang cenderung pasif dan pelaksanaan 
pelatihan yang kurang efektif. 
 


































       Untuk mengatasi permasalahan utama dalam pola pemberdayaan, yakni 
kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan di KUB NU Desa 
Pacarpeluk, maka berikut saran yang dapat diberikan : 
1. Masyarakat sebaiknya dilibatkan di tahap awal pemberdayaan, tidak hanya 
sebagai pelaksana program saja. Keterlibatan masyarakat dalam tahap awal 
pemberdayaan yakni persiapan hingga perencanaan alternatif program pada 
akhirnya akan membuat masyarakat peduli dan mampu mengidentifikasi 
permasalahan dalam lingkungannya serta mampu merancang program sebagai 
solusi dari permasalahan tersebut.  
2. Dalam proses pelaksanaan program, dalam hal ini adalah pengelolaan KUB, 
tingkat partisipasi anggota secara umum masih terbilang pasif. Oleh karena itu, 
proses pendampingan perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan mengajak 
seluruh anggota dalam pertemuan rutin kelompok untuk bersama-sama 
melakukan diskusi terkait dengan usaha yang dijalankan, baik melakukan 
evaluasi program, juga bersama-sama merencanakan perbaikan untuk program 
periode selanjutnya. 
3. Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pertemuan rutin 
dan pelatihan sebaiknya lebih ditingkatkan. Dalam hal ini perlu dibangun jiwa 
kewirausahaan pada anggota yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi 
daerah setempat agar kemandirian ekonomi masyarakat meningkat.
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